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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA DI KABUPATEN BULUNGAN

Maria Erviana
Mariaervianad@gmail.com

Universitas Terbuka

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan informasi kepada semua pihak
yang berkepentingan. Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen resmi
yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang di lakukan oleh pengusaha telah
tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Penelitian ini bertujuan unfuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis
Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan,
2.) Mendeskripsikan faktor faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, 3.) Mendeskripsikan
upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat faktor-faktor yang
berperan dalam menentukan keberhasilan dan kekurangan Implementasi
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dilaksanakan di Kabupaten Bulungan.
Namun sejak kebijakan tersebut di implementasikan, hanya 23 pengusaha yang
mendaftarkan usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa fakta antara lain:
(1) Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan pelaku usaha belum berjalan
efektif karena belum semua pelaku usaha pariwisata memahami maksud dan
tujuan Tanda Daftar Usaha pariwisata, (2) Sumber daya manusia dan dana yang
tersedia pada dinas teknis minim sehingga pelaksanaan implementasi tidak
maksimal, (3) Sikap pelaksana menunjukan respon yang baik namun belum
optimal karena belum adanya honorarium tim teknis, (4) Standart Operating
Procedures Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena
terkendala persyaratan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi
minimnya informasi dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk
mengimplementasikan kebijakan dan upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber
daya dengan menambabh staf baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tanda Dafitar Usaha Pariwisata
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE
REGISTRATION OF TOURISM BUSINESS IN
BULUNGAN REGENCY

Maria Erviana
Mariaerviana4@gmail.com
Postgraduate program
Open University Of Indonesia

The Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in
Bulungan Regency aims to give the law guarantee to businessman and to give
information to all interested parties.. The registration of tourism business is an
official document proves that the tourism business conducted by businessman has
been registered in tourism business. This research to study 1.) How does the
Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in
Bulungan Regency. 2.) To know the obstacle factors the implementation of the
policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency. 3.) How to
resolve the obstacle the implementation of the policy on the Registration of
Tourism Business in Bulungan Regency.This study was done by using descriptive
qualitative method that explains a problem by exploring the data, in determining
the sucesss and shortage of The Implementation of the policy on the Registration
of Tourism Business in Bulungan Regency Based on research result showed that
the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency has run well but not
yet in a maximum way. Since the policy n is implemented by the government of
Bulungan Regency only twenty three business of tourism has already registered.
There were some internal factors : 1.) Communication between the policy
implementer and businessman had not run effectively so needed the increasing of
communication's intensity in order to understand the importance of Registration
of Tourism Business. 2.). Human Resources in tourism service still less and need
to add the employee. 3.) Executor’s attitude to the Implementation of the policy
on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency showed a good
response but not optimal yet because incentive not available for controlling the
business tourism 4.). Bureaucracy structure had run effectively but need to add the
employees so the work had be done more effectif. The Goverment of Bulungan
Regency must allocate some money to overcome the lack of information about the
Registration of Tourism Business and to add the employess both in terms of
quality and quantity.

Keywords : The Implementation of the policy, The Registration of Tourism
Business.

il




43340.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN
TAPM yang berjudul

“ Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
di Kabupaten Bulungan “
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber-sumber yang dikutip maupun
dirujuk tefah saya nyatakan dengan benar
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka

saya bersedia menerima sanksi akademik

Tarakan, 8 Desember 2017

ETERAN Sy
2

: 99AEF55@%
65000 %%

. ! {MarisErviana)

Yang Menyatakan

SRR
E3AM RIBURUPIAH

NIM 500896344

1i1




43340.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA -
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan

Penyusun TAPM : Maria Erviana

NIM : 500896344

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Jum’at / 8 Desember 2017

Menyetujui :
Pembimbing II, Pembimbing I,
Dr. Ari Juliana, M. A. Dr. Akadun, M.Pd.
NIP. 19580701 198803 2 001 NIP.19640830 199103 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang llmu
Program Magister Admistrasi Publi’ly A

Dr. Darmanto, M.Ed \ n_?pn_, ieg dogo Bawono, M.Si
NIP. 19591027 198603 1 003 ' /

......




43340.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN
NAMA /NIM : Maria Erviana
NIM : 500896344
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

di Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Adminstrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :
Hari/Tanggal :Jum’at / 8 Desember 2017

Waktu :17.45-19.15

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAP

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Ngadisah, M.A.

Pembimbing I
Nama : Dr. Akadun, M.Pd

Pembimbing II
Nama : Dr. Ari Juliana, M.A.

vi




43340.pdf

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih
dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister
{TAPM) yang berjudul Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan untuk memperoleh gelar Magister Program Pascasarjana
Universitas Terbuka.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini mulai dari tahap persiapan
sampai dengan selesainya masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan.
Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terutama dari para dosen
pembimbing, keluarga dan teman teman sehingga TAPM ini dapat penulis selesaikan.
Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis mengucapkan rasa
terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Liestyodono Bawono I[rianto, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana
Universitas Terbuka, yang telah memberikan persetujuan kepada kami untuk
menempuh pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas
Terbuka;

2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas

Terbuka;

Vi




a2

10.

L1

43340.pdf

Bapak Dr. Sofjan Arifin, MSi, selaku kepala UPBJJ-UT Tarakan selaku
penyelenggara Program Pascasarjana Magister Adiministrasi Publik;

Bapak Dr. Akadun, MPd, selaku pembimbing Pertama yang begitu banyak
membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait
penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);

Ibu Dr. Ari Juliana, M.A selaku pembimbing Kedua yang telah memberikan
masukan terkait penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);

Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh
perkuliahan program pascasarjana bidang Administrasi Publik;

Bapak Drs. Datu Jamlus selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan yang mendukung penulis dalam mengikuti Program
Magister Adiministrasi Publik Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2016;
Bapak Drs. H. Hamidan, MS, MSi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan yang telah memberikan
dukungan dan informasi terkait Tugas Akhir penulis;

Seluruh Informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan
informasi kepada penulis guna penyusunan penelitian ini;

Ayahanda Drs Agus Irawan (alm) dan ibunda Roseberi Yafet, segala hormat
ananda kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dukungan doa
serta motivasi untuk belajar dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister
(TAPM);

Bapak Obed Daniel Lumban Tobing, S.Hut, suami saya yang telah memberikan

dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan pendidikan ini;




43340.pdf

12. Hizkia dan Shalom, anak-anak terkasith yang telah memberikan dukungan dan
doa dalam menyelesaikan pendidikan ini;

13. Rekan-rekan mahasiswa, Program Pascasarjana, Program Studi Magister
Administrasi Publik, Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2016 di Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

14, Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,yang banyak membantu
penulis baik materil maupun pikiran sehingga Tugas Akhir Program Magister ini
dapat diselesaikan;

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan
dan kelemahan, oleh karena itu saran-saran yang sifatnya membangun sangat
diharapkan guna untuk perbaikan dan kesempurnaan TAPM ini. Semoga segala
bantuan, perhatian, nasehat, motivasi, kesempatan yang penulis dapatkan dari
berbagai pihak,senantiasa mendapat balasan yang tak terhingga dari Tuhan Yang
Maha Esa.

Demikian penulisan Tugas Akhir Program Pascasarjana ini, diharapkan

bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Tanjung Selor, 8§ Desember 2017 -

Penulis

Maria Erviana




Nama

NIM

Program Studi
Tempat/Tanggal Lahir
Riwayat Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

43340.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Maria Erviana

: 500896344

: Magister Administrasi Publik
: Tanjung Selor, 24 Juni 1975
: Lulus SD di SDN 017 Tanjung Selor

Pada Tahun 1987

Lulus SMP di SMP Negeri | Tanjung Selor
Pada Tahun 1989

Lulus SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor
Pada Tahun 1993

Lulus S1 di Universitas Balikpapan di Balikpapan
Pada Tahun 1998

: Tahun 2004 sebagai Kasubag Humas pada Sekretariat

DPRD Kabupaten Bulungan

Tahun 2008 sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

Tahun 2013 sebagai Kasi Usaha Pariwisata pada
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bulungan

Tahun 2013 sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan

ix




DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ettt e raa e i
ABSTRACT et e en e e e sne e saebebeneene s i
LEMBAR PERNYATAAN ...ttt e e b s b iii
LEMBAR PERSETUJUAN ..ottt st ses e e e srane iv
LEMBAR PENGESAHAN ....cooiiiiiieiieeetire et eae s esne e eve e v
| KATA PENGANTAR oottt e an e s vi
RIWAYAT HIDUP ..ottt veen st sa e s ix
DAFTAR IST et e en e s X
DAFTAR BAGAN Lo ecesee e e sres e e e sn e seen s aneenes Xii
DAFTAR TABEL ..ottt stee et e eev s e sas s eae s saesnsansaas e xiii
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt bttt s ssesnns s Xiv
DAFTAR SINGEKATAN L.t eereeeseessne e e e see e e eans XV
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .........cccoccoovemrinicni e 1
B. Rumusan Masalah.........ccoceiiviiin e 5
C. Tujuan Penelitian .....cocccov oo aee e e 6
D. Kegunaan Penelitiall ..........c..cccovvivieeieiiirirnriiisiernieescssssnessessnsssesseserens 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
FAN (G 1] 721 o 0 =T ) SRS 7
1. Kebijakan ...l 7
a. Pengertian Kebijakan ...........ccccooiviiiiiiieie e, 7
b. Pengertian Kebijakan Publik .......cccooviiiiiiiiinr e, 8
¢. Tahap-Tahap Kebijakan .........cccecoevviviciennnenne. e tanaenes 10
d. Pengertian Kebijakan Pariwisata .......ccccccovveivieiriernncenccrenncennns 11
e. Pengertian Tanda Daftar Usaha Pariwisata ........ccecoevevirerrenccrene 13
2. Implementasi Kebijakan ... 15
a. Pengertian Implementasi Kebijakan .............ccccooeeiiiivecvnnnnnne. 15
b. Model-Model Implementasi Kebijakan ...........cccooiiiiriiininien. 16
3. Faktor-faktor kritikal yang menentukan keberhasilan implementasi
Kebijakan ... 21
B. Penelitian Terdahulu ... e 30
C. Kerangka BerpiKir ..ol 34
D. Operasionalisasi Konsep ......cccouivmeiiinirrnnninierecececceece i 36
BAB IIl METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian ... 38
B. Sumber informasi dan penelitian informan .........cccoovenviei ceeeseens 40
C. Instrumen Penelitian ........occooereiieisenceeee e e s e e e senesaneons 43
D. Prosedur Pengumpulan Data.........ccccciiiiieiiinnnemnns e, 45

43340.pdf



43340.pdf

BAB IV HASIL. DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian ......ccecceeoreeeceeeneecrecrereieececneeeeeeerserseencens 49
1. Sejarah dan perkembangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten BulUngan ........ccccccoeeeieererecerecensneesseneeseneessseerssessseenans 49
2. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan ... 50
3. VISTAAN MIST o e e ceee e e 51
4. SUKIUr ONBANISASE .o oeeeeemceceacemcesameeceneeeseneaesanceecsamenssnesoantemaenenace 53
B. Hasil PEREAn .....c.cccceeoeeeenceoceraereenrncrseeccsesasassmsaserrasessssesssssssesnesssanes 56
1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
di Kabupaten Bulungan ... eeeccee e 56
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi K ebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.................c..c...c... 87

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan
Implementasi Kebljakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

diKabupaten Bulungan ... cereeeeneeceereeeeanenesaenes 95
C. Pembahasan ...t enneanes
1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
di Kabupaten Bulungan ... sncnssscncneneons 100
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan...............c.cee......... 104

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan
Impementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten
Bulungan - eemeeeesnaeanaeaasaneanenaanas 104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan eameaseasnnas 108
B. Saran e : 110
DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1  Pedoman Wawancara
Lampiran 2  Transkrip Wawancara
Lampiran3  Dokumentasi




43340.pdf

DAFTAR BAGAN
| No  Nama Bagan Hataman
2.1 Direct and Indirect Impact on Implementation 26
2.2. Kerangka Berpikir 36
3.1 Analisis Data Model Interaktif 47

xii




No

1.1

21

22

3.1

4.1

4.2

43

44.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

DAFTAR TABEL

Nama Tabel

Daftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Tahun 2014-2017

Review Penelitian Terdahulu

Dimensi Operastonal

Desain Penelitian

Triangulasi sumber data tentang indikator transmisi
Teknik pengumpulan data indikator transmisi
Triangulasi sumber data tentang indikator konsistensi
Tekntk pengumpulan data indikator konsistensi
Triangulasi sumber data tentang indikator kejelasan
Teknik pengumpulan data kejelasan

Triangulasi sumber data tentang indikator staf
Teknik pengumpulan data Staf

Triangulasi sumber data tentang indikator Informasi
Teknik pengumpulan data indikator informasi
Triangulasi sumber data tentang indikator wewenang
Teknik pengumpulan data wewenang

Triangulasi sumber data tentang indikator fasilitas
Teknik pengumpulan data fasilitas

Triangulasi sumber data tentang indikator sikap disposisi
Teknik pengumpulan data sikap disposisi

Triangulasi sumber data tentang indikator SOP

. .43340.pdf

Halaman

5
32
37
40
59
60
62
62
64
65
69
69
71
72
74
75
77
77
81

81



418

4.19

4.20

421

42

423

4.24

425

4.26

4.27

4.28

4.29

430

Teknik pengumpulan data SOP

Triangulasi sumber data tentang indikator fragmentasi
Teknik pengumpulan data Fragmentasi

Triangulasi sumber data hambatan komunikasi
Teknik pengumpulan data hambatan komunikasi
Triangulasi sumber data keterbatasan staf

Teknik pengumpulan daIa keterbatasan staf

Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan dana

“Teknik pengumpulan data" hambatan keterbatasan dana

Triangulasi sumber data tentang upaya mengatasi hambatan
keterbatasan informasi

Teknik pengumpulan data upaya mengatasi hambatan
Keterbatsana informasi

Triangulasi sumber data indikator staf

Teknik pengumpulan data staf

xiii

43340.pdf

86

86

89

90

92

92

94

94

97

97

99

100




43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf



43340.pdf

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Bulungan

1. Sejarah dan perkembangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan

Pembentukan awal adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat
II Bulungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulungan Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan. Pada
Tabun 1999 berubah menjadi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungah Nomor 32 Tahun 1999
Tentang pengelolaan urusan di bidang Kepariwisataan pada Kantor Dinas
Pariwisata Kabupaten Bulungan. Pada Tahun 2001, terbit Keputusan
Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Bulungan dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 Tanggal 11
Nopember 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata Seni dan Budaya.
Pada tanggal 5 Nopember 2008, terbit Peraturan Bupati Bulungan

Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Bulungan.Kemudian pada

49
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Tahun 2013, berubah menjadi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bulungan.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016 terbit Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan pada tanggal 29
Desember 2016, terbit Peraturan Bupati Bulungan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan adalah
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata di Kabupaten Bulungan.
Terkait dengan bidang pariwisata yang mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis bidang kepariwisataan sehingga terbit Peraturan Daerah
Daerah Nomor (7 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan dan kemudian diimplementasikan ke farget group
atau pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan.

. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan

Aparatur Sipil Negara pada bulan Januari 2017 di Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan terdiri dari ! (satu) orang

Kepala Dinas (Pejabat Eselon I1.b), I (satu) orang Sekretaris (Eselon I11.a),
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4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon IILb), 11(sebelas) Kepala Sub
Bagian dan Seksi (Eselon I'V.a) dan 24 orang Pelaksana.

Pada dasarnya Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemuda Olahraga dan
Partwisata khususnya dibidang kepariwisataan mendukung program dan
kegiatan dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daflar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan yang merupakan payung hukum dalam menjalankan
usaha bagi pelaku usaha yang dilaksanakan sesuvai tugas pokok dan fungsi
bidang yaitu pembinaan dan pengawasan usaha-usaha pariwisata di
Kabupaten Bulungan
. Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat
dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Bulungan sehingga semuva langkah-
langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Bulungan
2017-2021. Schingga Visi pembangunan Kabupaten Bulungan untuk lima
Tahun mendatang adalah “ Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai
pusat pangan berbasis industri”. Pengembangan perekonomian Kﬁbupaten
Bulungan berbasis pengelolaan sektor pertanian merupakan program
strategis Pemerintah dan pembangunan agribisnis akan berdampak
langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai

sasaran jangka pendek organisasi.Pernyataan misi sangat penting bagi
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organisasi agar langkah yang di ambil organisasi terarah dan sesuai dengan

perencanaan yang telah di tetapkan. Adapun misi Pembangunan Kabupaten

Bulungan Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan
nasional

2) Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya- saing tinggl

3) Meningkatkan aksebilitas infrastruktur dalam upaya mendorong
percepatan pembangunan ekonomi rakyat,investasi daerah,wilayah
pendalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar
wilayah

4) Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
pembangunan di bidang pendidikan, keschatan dan peruasan lapangan
pekerjaan serta penerapan icknologi maju berbasis agribisnis.

5) Mewujudkan kua]ltas hidup masyarakat yag tinggi,maju dan sejahtera

6) Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga lembaga pemerintahan
menuju tata pemerintahan yang bersih,transparan dan profesional serta
berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan misi ketiga pada misi
pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2021 yaitu meningkatkan
aksebilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan
ekonomi rakyat,investasi daerah, lebih mendekati untuk Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan khususnya pada bidang
pariwisata, sebagaimana tujuan kepariwisataan yang tertuang dalam

Undanig Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kapariwisataan untuk
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan
dan investasi daerah melalui pelaksanaan pariwisata.
. Struktur Organisasi

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana
bidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata yang dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemuda Olahraga
dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara.

Struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sckretariat,membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
¢. Bidang Layanan Kepemudaan,membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

d. Bidang Pembudayaan Olahraga,membawahi:




L.
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Seksi  Olahraga Pendidikan,Sentra Olahraga dan Olahraga

Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

2. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,membawabhi :

1.

Seksi pembibitan,IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga

dan olahraga pré‘stasi»

2. Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga

Bidang Pariwisata, membawabhi :

1.

Seksi usaha kepariwisataan

2. Seksi destinasi dan promosi kepariwisataan

. Kelompok jabatan fungsional; dan

. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Lebih jelasnya tugas pokok dan fungsi dibidang pariwisata adalah

sebagai berikut :

I.

Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan  kebijakan  teknis  bidang  kepariwisataan,
melaksanakan  pemantauan,evaluasi, pelaporan, pembinaan,
pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi
pelaksanaan destinasi pariwisata,pemasaran  pariwisata,atraksi
wisata budaya,pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan
dan pcrﬁndmgan hak kekayaan intelektual serta pengembangan

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

. Dalam melaksanakan tugas bidang pariwisata menyelenggarakan

fungsi :
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a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
kepariwisataan.

b. Pelaksanaan pemantauan, evalpasi dan pelaporan bidang
kepariwisataan.

¢. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemanfaatan, fasilitasi
dan koordinasi penyelenggaraan destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi
kreatif melalni pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan
intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan
ekonomi kreatif.

d. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya
kepariwisataan dan obyek wisata;dan

€. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesnai
tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada bidang Pariwisata

yaitu pada Seksi Usaha Pariwisata.

1. Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penylapan
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Usaha
Kepariwisataan.

2. Dalam melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud Seksi Usaha
Kepariwisataan mempunyai uraian tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;

b. Melakukan inventarisasi usaha kepariwisataan;
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c.Melakukan  penyusunan  standarisasi  perizinan  usaha
kepariwisataan; |

d-Melakukan pembinaan dan pengawasan tanda daflar usaha
pariwisata;

¢.Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manesia
pariwisata dan ekonomi kreatif:

{Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan seksi; dan

g-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian
L. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten
Bulungan.

Impiementasi Kebijakan merupakan tahapan yang terpenting atau krusial
dari svatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan proses
dimana suatu kebijakan dilaksanakan melalui program yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dipengaruhi beberapa faktor yang
dikaji dari teori Goerge C Edward III {1980) sebagai berikut :

1) Faktor Komunikast
Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian
ide,konsep,gagasan atas informasi dari si pengirim kepada si penerima
informasi. Informasi yang diterima oleh si penerima informasi

diharapkan sama dengan informasi yang. disampaikan. Informasi yang
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diperlukan dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah informasi yang berkualitas
tingg1, karena akan berpengaruh pada efektivitas implementasi.

Salah satu upaya untuk membangun komunikasi antara Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai
Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang menyelenggarakan kebijakan
dengan pelaku usaha pariwisata melalui Sosialisasi Peraturan Daerzh
Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Secara umum menurut Goerge C Edward 111 (1980) membahas tiga
hal penting yakni Transmisi, Konsistensi dan kejelasan(clarity) yang
akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Transmisi
Transmisi merupakan faktor pertama yamag berpengaruh
terhadap komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua
orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suata

implementaski yang baik pula. Berdasarkan hasil wawancara

mendalam terhadap pelaksana kebijakan dapat diperoleh hasil bahwa

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah_dikomunikasikan

melalui sosialisasi. Dari  hasil wawancara dilapangan sebagaimana

yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan :

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda
Daftar Usaha Panwisata yang telah ditetapkan oleh
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Pemerintah Kabupaten Bulungan ditindak lanjuti melalui
sosialisasi dan memperbanyak Peraturan Daerah tersebut
dan di bagikan kepada pelaku usaha yang ada diKabupaten
Bulungan. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Jawaban hampir sama disampaikan oleh Bapak Drs.H. Hamidan
MS,MSi  selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

Sebagai  pelaksana  kebijakan, kami ikut serta
mensosialiasikan Peraturan Daerah tersebut yang merupakan
payung hukum penyelenggaraar Tanda Daftac Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan melalui sosialisasi
kepada pelaku usaha Pariwisata (wawancara tanggal 19 Juli
2017)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan salah satu dokumen
yang membuktikan bahwa usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha
telah terdaftar dalam dafiar usaha pariwisata namun pelaksanaannya
hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015 seharusnya di
sosialisasikan di 10 (scpuluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten
Bulungan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha
pariwisata Ibu Rosalena,SE mengatakan :

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahaon 2014 Tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata hanya dilakukan di tiga
kecamatan pada tahun 2015 scharusnya disosialisasikan di
10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan
{(wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Sementara hasil wawancara dengan para pelaku usaha pariwisata
mengatakan bahwa faktor komunikasi sangat penting dilakukan oleh
pemerintah agar para pelaku usaba mengetahui adanya Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 20(4 tentang Tanda Daftar Usaha

Pariwisata dan selain sosialisasi, media cetak dan mon cetak dapat
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Juga digunzkan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dan
kebijakan tersebut kepada para pelaku wusaha. Berikut hasil
wawancara dengan Ketna Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (DPC PHRI) Kabupaten Bulungan Bapak Nurwandi, ST
mengatakan :
Menurut saya, sosialisasi sudah merupakan media yang
tepat pamun media scperti Koran dan radio juga bisa
digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari
Peraturan Daerah  tersebut. (wawancara tanggal
16 September 2017
Berdasarkan hasil penclitian menunjukan bahwa transmisi sudah
berjalan cukup baik melalui sosialisasi yang merupakan salah satu
media untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang tertuang di
dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Teuatang Tanda
Daftar Usaha Panwisata di Kabupaten Bulungan meskipun
pelaksanaannya hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015.

Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data

sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 4.1
Triangulasi Sumber Data tentang Indikator Transmisi
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. | Drs Datu Jamlus Sudah Sosialisasi
Kepala Dinas | disosialisasikan | merupakan salah
Pemuda  Olahraga satu media yang
dan Pariwisata dapat digunakan
untuk
2. | Drs.H.Hamidan Sudah menyampaikan
MS,MSi disosialisasikan | maksud dan
Kepala Dinas tujuan dani
Penanaman  Modal Peraturan Daerah
dan perijinan Nomor 07 Tahun
Terpadu Satu Pintu 2014  Tentang
Kabupaten Bulungan Tanda  Daftar
Usaha Pariwisata
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3. | Rosalena,SE
Pariwisata

4 | Nurwandi,ST

Kepala Seksi Usaha

Kepala DPC PHRI
Kabupaten Bulungan

Sosialisasi hanya
dilakukan di tiga
kecamatan

Media yang lain
juga dapat
dignnakan untuk
sosialisasi

yang merupakan
payung  hukum
dalam
menjalankan
usaha pariwisata

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping triangulasi sumber data di atas

juga didukung oleh hasil triangulasi teknik

lainnya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

indikator transmist

pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data Indikator Transmisi

‘Wawancara

Observasi

Dokumentasi

Sosialisasi merupakan
salah satu media yang
dapat digunakan untuk
menyampaikan

maksad dan tujuan
dari Peraturan Daerah
Nomor 07 Tahun 2014
Tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
yang merupakan
payung hukum dalam
menjalankan usaha

Berdasarkan hasil
pengamatan di lokasi
penelitian bahwa
Peraturan Daerah
Nomor 07 Tahun 2014
tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata telah
disosialisasikan  oleh
dinas teknis dan OPD
terkait di tiga
kecamatan yaitu
Kecamatan Bunyu,
Kecamatan  Tanjung
Selor dan Kecamatan
Tanjung Palas Utara
pada Tahun 2015 dan
fidak  disosialiasikan
dalam bentuk media
yang lain

Dokumentasi
Foto
sosialisasi di
3(tiga)
kecamatan

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasarkan hasil

penelitian  dapat

disimpulkan bahwa

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata i

Kabupaten Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik melalui

sosialisasi atau pertemuan dengan pelaku usaha

di 3 (tiga)
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kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak
disosialisasikan melalui media lain seperti cetak dan elektronik.
. Konsistensi
Konsistensi merupakan perintah yang disampaikan kepada para
pelaksana harus konsisten dan mengandung unsur kejelasan
schingga memudahkan para pelaksana melaksanakan tugasnya
dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa
indikator konsistensi berupa mekanisme peclaksanaan Peraturan
Daerah tersebut harus konsisten dan jelas sehingga pelaksamaan
implementasi dapat berjalan dengan efektif, scbagaimana hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan Drs Datu Jamlus mengatakan:
Mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sndah konsisten
dan jelas dan terus diupayakan agar lebih efektif. (wawancara
tanggal 20 Juli 2017)
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan
Drs.H.Hamidan,MS,MSi mengatakan -
Mekanisme maupun petunjuk pelaksanaan sudah konsisten dan
sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen Tanda Daftar Usaha
Pariwisata. (wawancara tanggal 19 Juli 2017)
Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata
Ibu Rosalena SE mengatakan :

Implementasi merupakan tahapan yang penting, schinpea
mekanisme pelaksanaan kebijakan Tanda Daflar Usaha
Pariwisata harus konsisten dan jelas. (wawancara tanggal 27
Juli 2017)
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa -mekanisme
pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah

konsisten dan jelas. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil tnangulasi

sumber data sebagai berikut :
Tabel 4.3
Triangulasi sumber data tentang Indikator Konsistensi
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
I. | Drs Datu Jamlus Sudah jelas Mekanisme
Kepala Dinas Pemuda Pelaksanaan
Olahraga dan Kebijakan Tanda
Pariwisata Daftar  Usaha
Pariwisata sudah
2. | Drs.H.Hamidan Sudah konsisten  dan
MS MSi di pahami jelas
Kepala Dinas
Pepanaman  Modal
dan perijinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Bulungan
3. |Rosalena,SE Cukup
Kepala Seksi Usaha | dipahami
Pariwisata

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator

konsistensi juga didukung dari hasil triangulasi teknik
pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini
Tabel 4.4
Teknik Pengunpulan Data Konsistensi
Wawancara Observasi Dokumentasi
Mekanisme Berdasarkan hasil Juknis Tanda
Pelaksanaan pengamatan di lokasi Dafiar Usaha
Kebijakan Tanda penelitian bahwa Pariwisata
Daftar Usaha mekanisme atau tata cara
Parrwisata sudah pelaksanaan sudah
konsisten dan jelas konsisten dan jelas
Sumber Olahan Peneliti 2017
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Berdasarkan  hasil penelitian  dapat disimpulkan  bahwa
mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Tanda Dafiar Usaha Pariwisata
sudah konsisten dan jelas, hal tersebut berdasarkan data Petunjuk
Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berisi pedoman dalam
penyelenggaraan usaha pariwisata.

. Kcjelasan
Kejelasan ~ merupakan  petunjuk  pelaksanaan  harus
dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan schingga
pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.
Kejelasan mengenai tujuan dan subtansi yang tertuang didalam
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Drs Datu Jamlus mengatakan :

Tujuan dan subtansi Peraturan Daerah tersebut sudah jelas
dan sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Dam
pelaksanaannya terus diupayakan agar pelaku usaha dapat
memahami pentingnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
(wawancara tanggal 20 Juli 2017 )

Hal yang sama juga disampaikan olch Kepala Bidang
Penyelenggaran Perijinan dan Non Perijinan Bapak Drs_Kamahiddin
mengatakan :

Tujuan dan subtansi sudah jelas dan dipabami oleh
pelaksana kebijakan. Peraturan Daerah tersebut sebagai
dasar dalam pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Namun pelaksanaannya terkendala dengan persyacatan
(wawancara tanggal 19 Juli 2017)
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Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata

Ibu Rosalena,SE mengatakan :
Sudah cukup dipahami tujuan dan subtansi Peraturan
Daerah tersebut, tetapi pelaksanaannya masih ada kendala
(wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa indikator
kejelasan tentang tujuan dan subtansi Peraturan Daerah Nomor 07
Tahon 2014 Tentang Tanda Dafiar Usaha Pariwisata tersebut sudah
Jelas dan sudah dipahami meskipun dalam pelaksanannya masih
terdapat kendala. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi

sumber data sebagatmana tabel di bawah ini -

Tabel 4.5
Triangulasi Sumber Data tentang Indikator Kejelasan
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1 |Drs. Datu Jamlus Sudah jelas Tujuan dan
Kepala Dinas subtansi
Pemuda  Olahraga Peraturan Daerah
dan Pariwisata Nomor 07 Tahun
2014  Tentang
2 | Drs. Kamaluddin Masih ada | Tanda  Dafiar
Kepala Bidang | kendaia Usaha Pariwisata
Penyelenggaraan cukup dipahami
Perijinat dan Non oleh pelaksana
Perijinan kebijakan namun
pelaksanaannya
3 Rosalena,SE masih ada
Kepala Seksi Usaha | Masih ada | kendala
Pariwisata kendala

Sumber : Olahan Peneliti, 2017
Disamping triangulasi sumber data di atas indikator kejelasan
Juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data

sebagaimana tabel di bawah ini :
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Tabel 4.6
Teknik Pengumpnlan Data Kejelasan
Wawancara Observasi Dokumentasi

Tujuan dan subtansi | Berdasarkan hasil Pasal 4 ayat ( 2)
Peraturan  Daerah | pengamatan dilokasi | dalam  Peraturan
Nomor 07 Tahun | penelitian bahwa Daerah Nomor 07
2014 Tentang Tanda | Pelaksana kebijakan | Tahum 2014
Daftar Usaha | dan pelaku usaha Tentang Tanda
Pariwisata  cukup | telah memahami Daftar Usaha
dipahami oleh | tujuan dan subtansi | Pariwisata
pelaksana kebijakan | yang tertuang
namun didalam Peraturan
pelaksanaannya daerah tersebut
masih ada kendala. | yaitu pengusaha

wajib mendaftackan

usahannya teclebih

dahalu kepada

pemerintah daerah

Sumber : Olahan Pereliti,2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksana
kebijakan dan pelaku usaha sudah memahami tujuan dan subtansi
Peraturan Daecrah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Dafiar
Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 4 ayat ( 2) pengusaba wajib mendaftarkan
usahanya terlebih dahulu kepada pemerintabh daerah. Namun
berdasarkan data di lapangan terdapat beberapa kendala dari pelaku
usaha sehingga banyak usaha pariwisata yang belum terdafiar
karena banyak usaha yang belum memiliki Jjin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang merupakan persyaratan mendapatkan
dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan wawancara pada indikator transmisi, konsistensi
dan kejelasan dapat kita ketahui bahwa: pertama, transmisi

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
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Kabupaten Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik melalui
sosialisasi atau pertemuvan dengan pelaku usaha di 3 (tiga)
kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak
disosialisasikan melalui media lain seperti cetak dan elektronik.
Kedua, Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata sudah konsisten dan jelas, hal tersebut berdasarkan
Petunjuk Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berisi
pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Ketiga,
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Temtzeg Tanda Daftar
Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa sebelum usaha dijalankan
pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada
Pemerintah Daerah. Namun berdasarkan data dilapangan terdapat
beberapa kendala dari pelaku usaha pariwisata sehingga banyak
usaha pariwisata belum mendafiarkan usahanya karena belum
memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah syarat
terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa
komunikasi mengenai Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan dengan cui(up baik,
transmisi dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi kepada
pelaku usaha pariwisata mengepai Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Bulungan, pelaksanaan kebijakan tersebut juga dinilai sudah
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konsisten dengan adanya petunjuk teknis Tanda Daftar Usaha
Paniwisata yang berisi pedoman dalam penyelenggaraan usaha
panwisata di Kabupaten Bulungan.
2)  Faktor Sumber Daya
Faktor Sumber Daya manusia berperan penting dalam
implementasi  kebijakan publik. Perintah-perintah implementasi
mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapai jika
para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan maka implementasi cenderung tidak efektif.
Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaba Pariwisata di
Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraannya tentu dipengaruhi
oleh sumber daya yang tersedia. Menurut Goerge C. Edward I1I (1980)
sumber-sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah sebagai
berikut :
a. Staf

Staf merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan
kebijakan. Staf yang memadai serta memiliki kecakapan, keahlian
atau keterampilan yapg baik dalam melaksanakan tugas agar dapat
mengimplementasi kebijakan dengan baik.

Secara umum sumber daya manusia yang ada belum cukup
memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Drs.Datu Jamlus mengatakan :
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Tanda Dafiar Usaha Pariwisata merupakan dokumen yang
wajib dimiliki oleh pengusaha Pariwisata, namun staf yang
ada dibidang Pariwisata hanya 2 (dua) orang dan kita
sudah upayakan menambah staf yang disiplin ilmunya
pariwisata sehingga implementasi dapat berjalan dengan
efektif (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha

Pariwisata Ibu Rosalena,SE mengatakan :
Untuk saat ini SDM yang ada pada bidang pariwisata
sangat kurang sechingga dalam pelaksanaan kegiatan
khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut
kepada pelaku usaha tidak sepenubnya efcktif.(wawancara
tanggal 27 Juli 2017)

Sedangkan Staf pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata Ibn

Siti Kartika mengatakan :
Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan
dikalangan pelaku usaha diperlukan staf yang memadai.
Dibidang Pariwisata, hanya 2 (orang) staf yang ikut
mengawasi pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
(wawa ncara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa staf
merupakan sumber yang medukung jalannya suatu kebijakan yang
efektif. Minimnya staf yang ikut berperan akan berpengaruh pada
implementasi Kebijakan Tanda Dafiar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dar hasil

triangulasi sumber data sebagai berikut
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Tabel 4.7
Triangulasi sumber data tentang Indikator Staf
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. | Drs Datu Jamlus Tidak efektif | Staf yang ada
Kepala Dinas Pemuda belum
Olahraga dan Pariwisata memadai
2. |Rosalena,SE Tidak efektif
Kepala Seksi Usaha
Pariwisata
3. | Siti Kartika Tidak
Staf Pelaksana Pada memadai
Seksi Usaha Pariwisata

Sumber : Olahan Peneliti,2017
Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator staf Jjuga
didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data

sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.8
Teknik Pengumpulan Data Staf

Wawancara Observasi Dokumentasi

Staf yang ada Berdasarkan hasil observasi | Rincian

belum memadai | menunjukan bahwa jumlah Pembagian tugas
staf di bidang pariwisata bidang

pada seksi usaha pariwisata | kepariwisataan
hanya 2 (dua) orang texdiri
dari | orang staf dan 1
(satu ) orang petugas
pengolah data

Sumber : Olahan Pepeliti, 2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa staf yang
memi]iki‘ kecakapan dan keterampilan merupakan unsur yang
penting untuk menunjang program dan kegiatan dalam
implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data dad Dinas Pemuda
Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Staf di bidang

kepariwisataan pada seksi usaba pariwisata hanya begjumiah 2 (duvaj
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orang staf sehingga program dan kegiatan dalam mplementasi
kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak begjalan efektif.
b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam

implementasi kebijakan. Informasi ada dua bentuk. Pertama

| informasi bagaimana melaksanakan suatu Kkebijakan berupa
petunjuk pelaksanaan dan data‘ yang diperlukan untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda
Olabhraga dan Pariwisata Kabupaten Bulingan Drs.Datu Jamlus
menyampaikan bahwa sebagai pimpinan sudah memberikan
informasi mengenai program-program, mekanisme maupun
petunjuk pelaksanaan Tanda Dafiar Usaha Pariwisata kepada
pelaksana dan kemudian diinformasikan kepada pelaku usaha
pariwisata di tiga kecamatan pada tahun 2015.

Informasi mengenai program-program, maupun mekanisme
pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah di
informasikan namun tidak dilakukan disemua kecamtan
sehingga belum semua pelaku usaha memahami Kebijakan
tersebut (wawancara pada tanggal 20 juli 2017).

Hal semada juga disampaikan oleh Kepala Bidang
Penyelenggaraan Perijinan dan Non perijinan Dinas Penanaman
modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sebagai
Organisasi Perangkat Daerah pendukung Bapak Drs. Kamaluddin
mengatakan :

Petunjuk dan mekanisme bagaimana melaksanakan
kebijakan tersebut sudah diinformasikan oleh kepala Dinas
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dan  ditindak-lanjuti melalui kepala bidang dan
diinformasikan kepada pelaku usaha namun hanya di tiga
lokasi karena terbatasnya anggaran. (wawancara tanggal 1
Agustus 2017)

Sedangkan Kepala Seksi Usaha pariwisata Ibu Rosalena,SE

mengatakan :

Sudah di informasikan melalui Kepala Bidang dan saya
menindaklanjuti dengan menginformasikan kepada pelaku
usaha pariwisata namun belum optimal pelaksanaammya
(wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil pepelitian menunjukam bahwa pimpinan
sudah memberikan informasi dan petunjuk pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha dan
diinformasikan kepada pelaku usaha pariwisata atau target group
meskipun hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015. Hal

terscbut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data scbagai

berikut :
Tabel 4.9
Triangulasi sumber data tentang Indikator Informasi
No Sumber Data Uratan Kesimpulan
1. {Drs Datu Jamlus Belum efektif | Petunjuk
Kepala Dinas pelaksanaan  dalam
Pemuda Olahraga kebijakan tersebut
dan Pariwisata sudah
diinformasikan olch
2. | Drs.Kamaludin Belum efektif | pimpinan dan
Kepala bidang kemudian
perijinan dan non diinformasikan
perijinan kepada pelaku

usaha di 3 (tiga)
3. |Ibu Rosalena SE Belum Optimal | kecamatan npamun

Kepala Seksi Usaha 7 kecamatan

Pariwisata lainnya belum
mendapatkan
mformasi mengenai
kebijakan tersebut

Sumber : Olahan Peneliti,2017
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Disamping triangulasi sumber data di atas, informasi juga

didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data
sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 4.10
Teknik Pengunpulan Data Indikator Informast

Wawancara Observasi Dokumentasi
Petunjuk Observasi menunjukan Blanko
pelaksanaan bahwa pimpinan sudah persyaratan tanda
dalam  kebijakan | memberikan informasi Daftar Usaba
tersebut sudah | kepada pelaksana untuk Parntwisata
diinformasikan memberikan informasi Juknis
oleh pimpinan dan | mengenai petunjuk
kemudian pelaksanaan  kepada
diinformasikan pelaku usaha di tiga
kepada pelaku { kecamatan pada tahun

usaha di 3 (tiga)
kecamatan namun
7 kecamatan
lainnya belum
mendapatkan
informasi
mengenai
kebijakan tersebut

2015.

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pimpinan sudah

menginformasikan kepada pelaksana berupa petunjuk untuk

melaksanakan kebijakan dan bagaimana harus melakukannya.

Pelaksana menindaklanjuti dan memberikan informasi kepada

pelaku usaha pariwisata agar memahami petunjuk teknis yang

sudah diinformasikan namun pelaksanaannya hanya dilakukan

ditiga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulingan sehingga

belum semua pelaku usaha pariwisata memahami Kebijakan Tanda

Dafiar Usaha Pariwisata.
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Wewenang

Sumber lain yang penting dalam melaksanakan kebtjakan adalah
wewenang dan hal tersebut diperlukan dalam pengambilan
keputusan. Penggunaan wewenang yang tepat sangat pesting
dalam implementasi kebijakan yang efektif. Kewenangan
merupakan otoritas legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Wewenang harus
bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi
karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak
terlegitimast.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda _

Olahraga dan Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan :
Saya sudah menyampaikan kepada bawahan terkait dengan
program dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan, agar di laksanakan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun proses
implementasi tidak berjalan efektif karena luasnya wilayah,
terbatasnya dana dan minimnya staf. (wawancara tanggal 20
Juli 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan
Drs_.Hamidan,MS,MSi mengatakan :

Saya selaku Kepala Dinas, sudah menyampatkan wewenang

kepada Kepala Bidang agar segera menindaklanjuti
pelaksanaan Tanda Dafiar Usabha Pariwisata, hanya saja
pelaksanaannya belum begitu efektif. (wawancara tanggal 19
Juli 2017)

Sedangkan Kepala Bidang Perijinan dan nonr Perijinan

Drs.Kamaluddin mengatakan :
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Saya sebagai kepala bldang menerima instruksi dari Kepala
Dinas terkait dengan pelaksanaan Tanda Daftar Uaha
Pariwisata dan sudah menyampaikan kepada bawahan untuk
melaksanakan sesuai ketentuan (wawancara 1 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pimpinan sudah

memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan menyampaikan

kepada Kepala Bidang wntuk mengawasi pelaksanaan Implgmehtasi

|
) .
| Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Fial tersebut dapat dilihat

dari hasil triangunlasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.11
Tnangu]as1 sumber data tentang Indikator Wewenang
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. | Drs Datu Jamlus Belum efektif Wewenang,
Kepala Dinas befjenjang yang
Pemuda Olahraga - disampaikan
dan Pariwisata - kepada bawahan
- sudah jelas dan
elah di tndak
Iznjufi namun
2. | Drs.H Hamidan Belum efektif pelaksapaan
MS,MSi dilapangan yang
| Kepala Dinas belum efcktif
Penanaman Modal
dan perijinan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten
Buhlingan
3 | Drs.Kamaludin Dilaksanakan
Kepala bidang sesuai ketentuan
' pelijinan dan non
perijinan

Sumbe.r Olahan Peneiti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas,wewenang juga

didukung oleh hasil triangulasi tcknik pengumpulan data

sebagaimana tabel dibawah ini :
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4.12
Teknik Pengumpulan Data Wewenang

Wawancara Observasi Dokumentasi
Wewenang Observast menunjukan | Peraturan
berfjenjang  yang | bahwa wewenang  dari | Daerah
disampaikan pimpinan kepada [ Nomor 07
kepada  bawahan { pelaksana dan staf sudah | Tahun 2014
sudah jelas jelas | jelas namun  proses | Tentang
dan telah di tindak | pelaksanaan implementasi } Tanda Dafiar
lanjutt namun | tidak  begalan  efekfif | Usaha

| pelaksanaan karena [uas | Parwisata
| dilapangan  yang | wilayah,terbatasnya dana
belum efeknif dan minimnya staf

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasatkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala
dinas sudah memberikan mandat kepada pelaksana kebijakan netuk
untuk mengawasi pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan namun - proses
pelaksanaan terkendala beberapa faktor yaitu luas wilayah
kabupaten Bulungan, terbatasnya dana dan minimnya staf sehingga
pelaksanaan wewewenang tidak berjalan dengan efektif.

c. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan sumber-sumber penting dalam
implementasi. Fasilitas berupa kantor untuk melakukan koordinasi
dan fasilitas dana operasional untuk melaksanakan program dan
kegiatan didalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang
Tanda Dafiar Usabha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.
Implementor mungkin memiliki _staf yang memadai, mengerti apa
yang harus dilakukan akan tetapi tanpa didukung olch fasilitas
maupundana untuk membiayai operasional,maka implexﬁentasi

kebijakan tidak akan berjalan efektif.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Bulungan Drs..Datu Jamlus mengatakan

Dan segi fasilitas seperti kantor, kendaraan dinas saya rasa
cukup digunakan sebagai operasional nmamun dana juga
merupakan salah satu faktor penting yang menunjang
lancarnya program maupun kegiatan

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha
Pariwisata Rosalena,SE mengatakan

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata,
menurut saya belum efektif diinformasikan kepada Pelaku
Usaha Pariwisata karena minimnya dana pada Seksi Usaha
Pariwisata.(wawancara tanggal 27 Juli 2017 )

Sedangkan Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan
Drs.Kamaluddin mengatakan :
Bahwa dana merupakan salah satu faktor yang menunjang
jalannya satu kegiatan. Dinas penanaman modal sebagai
dinas yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
kepada pelaku usaha bersama tim teknis harus cek lokasi
untuk meninjau apakah kondisi dilokasi sesvai demgan
prosedur yang telah ditetapkan,namun minimnya dana
yang tersedia mengakibatkan peninjavan kelokasi tidak
maksimal. (wawanecara tanggal 1 Agustus 2017)
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas
seperti kantor, kendaraan dinas yang dimiliki sudah cukup untuk
melaksanakan operasianal kantor pamun minimnya dana yang
tersedia mengakibatkan Implementasi Peraturan Daerah tersebut
tidak bergjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil

triangulasi sumber data sebagai berikut :
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Tabel 4.13
Triangulasi sumber data tentang Indikator Fasilitas
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. |Drs Datu Jamlus Dana yang Fasilitas yang
Kepala Dinas tersedia minim | dimiliki cukup
Pemuda Olahraga namun dana yang
dan Pariwisata tersedia untuk
mengimplementasi
2. | Rosalena,SE Minimnya dana | Kebijakan minim.
Kepala Seksi Usaha
Pariwisata
3 | Drs.Kamaludin Mimimnya dana
Kepala bidang
perijinan dan non
perijinan

Sumber : Olahan Peneliti,2017
Disamping Trangulasi sumber data di atas, fasilitas juga
didukung oleh hasil tnangulasi teknik pengumpulan data

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.14
Teknik Pengumpulan Data Fasilitas
Wawancara Observasi Dokumentasi

Fasilitas yang | Observasi menunjukan | DPA bidang
dimiliki cukup | bahwa  fasilitas  seperti | Pariwisata
namun dana yang | kantor cukup memadai | Tahun 2015
tersedia untuk | untnk melakukankoordinasi
mngimpleentasikan | namun dana untuk
Kebijakan minim mengimplementasikan
kebijakan minim schingga
kegiatan hanya dilakukann
di tiga kccamatan dengan
berdasarkan DPA T.A 2015
dama yang dizlokasikan
sebesar Rp. 287.615.000,-

Sumber : Olahan Peneliti 2017
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas fisik
berupa kantor untuk melakukan koordmasi dinilai cukup baik

namun dana untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut minim
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sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dalam Peraturan
Dacerah tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator staf, informasi,
wewenang, dan fasilitas, dapat kita ketahui batrwa: pertama,
Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga dan patwisata
Kabupaten Bulungan Staf di bidang kepariwisataan pada seksi
usaha pariwisata hanya begumlah 2 (dua) orang staf schingga
program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan tidak berjalan
efektift. Kedua, pimpinan sudah menginformasikan kepada
pelaksana berupa petunjuk uniuk meclaksanakan kebijjakan dan
bagaimana harus melakukannya. Pelaksana menindaklanjuti dan
memberikan informasi kepada pelaku wuwsaha pariwisata agar
memahami petonjuk tcknis yang sudah diinformasikan. Kefiga,
kepala dinas sudah memberikan mandat kepada pelaksana kebijakan
untuk untuk mengawasi pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan namun proses
pelaksanaan terkendala beberapa faktor yaitu luas wilayah
Kabupaten Bulungan, terbatasnya dana dan minimnya staf schingga
pelaksanaan wewewenang tidak begalan dengan efektif. Dan
keempat, bahwa fasilitas fisik berupa kantor untuk melakukan
koordinasi dinilai cukup batk pamun dana untuk
mengimplementasikan  kebijakan tersebut minim sehingga
pelaksanaan kegiatan dan program dalam kebijakan tersebut tidak

maksimal.
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa faktor
sumber daya belum dapat berpengaruh secara maksimal dalam
implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan. Pada dasamya, pimpinan telah memberikan
informasi mengenai petunjuk pelaksanaan kebijakan, dam telah
memberikan wewenang penuh untuk menyampaikan informasi
kepada pelaku usaha dan fasilitas fisik yang dimiliki juga cukup
meinadai, namun jumlah staf yang dimiliki oleh Dinas Pemuda
Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Staf di bidang
kepariwisataan pada seksi usaha pariwisata hanya berjumlah 2 (dua)
6rang dan karena adanya keterbatasan dana  untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan
kebijakan tersebut juga kurang optimal.

3) Sikap Disposisi

Menurut Goerge C. Edward IIl dalam Winamo (2005:142-143)
mengemukakan  “kecenderungan-kecenderungan  atau disposisi
merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting
bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana
mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan
terhadap implementasi kebijakan maka tt;.rdapat kemungkinan yang
besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan
awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau
menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan

maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
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Dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata,
stkap dan komitmen para pelaksana kebijakan sangat diperlukan demi
keberhasilan suate kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Meter
dan Hom (1975) sikap penerimaan atan penolakan dari aparat
pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan
Bapak Drs. Datu Jamlus mengatakan:

Sikap dan komitmen para pelaksana dinilai siap namun belum

sepenuh optimal karena dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawsan belum tersedia insentif (wawancara tanggal 20 Juli

2017)

Sedangkan menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan
Non perijinan Dinas Penanaman modal Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan sebagai organisasi perangkat daerzh pendukung
Bapak Drs. Kamaluddin yang mengatakan :

Menurut saya sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sudah

baik dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut

sesuai petunjuk pelaksanaan (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Sesuai dengan hasil wawancara yang ditujukan kepada kepala
Seksi Usaha Pariwisata Ibu Rosalena,SE bahwa dari sikap dan
komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan
tersebut dinilai siap namun belum optimal.

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dinilai siap namun tidak

begitu  optimal karena terbatasnya anggaran dalam

mengumplementasikan kebijakan tersebut kepada pelaku usaha atau
larget group tersebut (wawancara tanggal 27 Juli 2017)
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sikap dan

komitmen para pelaku kebijakan sangat menentukan keberhasilan

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Bulungan. Hai tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data

sebagai berikut :
Tabel 4.15
Triangulasi Sumber Data tentang Jndikator Sikap Disposisi
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. | Drs Datu Jamlus Siap Sikap dan
Kepala Dinas Pemuda Olahraga | namun komitmen para
dan Pariwisata belum pelaku
optimal kebijakan
sudah siap
2. } Drs. Kamaludin Sudah siap | namun belum
Kepala bidang perijinan dan non optimal
perijinan
3 |Rosalena,SE Belum
Kepala Seksi Uaba Pariwisata optimal

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping Triangulasi sumber data di atas, sikap disposisi

didukung oleh hasil triangulasi teknik péngumpulan data sebagaimana

tabel di bawah ni

Tabel 4.16
Teknik Pengumpulan Data Sikap Disposisi
Wawancara Observasi Dokumentasi
Sikap . dan | Observast Setiap pelaksana kebijakan
komitmen  para | menunjukan sikap | menghadiri kegiatan
pelaku  kebijakan | pelaku kebijakan | sosialisasi di  tingkat
sudah siap namun | dinilai siap untuk | kecamatan, melakulcan
belum optimal melaksanakan pengawasan, dan
implementasi pembinaan kepada pelaku-
Kebijakan pelaku  usaba pariwisata
tersebut seperti  ditunjukkan dari

daftar hadir, surat

perjalanan dinas

Sumber : QOlahan Peneliti 2017
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpultkan bahwa pelaksanaan
implementasi Kebijakan Daftar Usaha Pariwisata sangat direspon dan
didukung oleh pelaksana. Dalam pelaksanaan implementasi haruslah
pelaksana yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi agar mendorong
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu disposisi akan
timbul dari pelaksana jika ditunjang dengan insentif yang diberikan
mendorong pelaksana lebih aktif dan mempunyai komitmen dalam

menjalankan tugas.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan
menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan memerlukan
dukungan struktur organisasi. Kebijakan yang begitu kompleks perlu
adanya kerjasama dengan banyak orang_ Ketika struktur birokrasi tidak
kondusif maka akan menghambat implementasi kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Edwards 111, ada
dual hal karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standart Operating
Procedures (SOP) dan Fragmentasi yang akan dijelaskan sebagai
berikut:

1. Standart Operating Procedures (SOP)

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyat
pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek aspek
struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-
prosedur kega ukuran dasamya Standart Operating Procedures

atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
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mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs. Datu Jamlus
mengatakan:

Standart Operating Procedures atau SOP merupakan
melode atau prosedur kerja dibidang Pariwisata belum
tersedia, selama ini kami hanya menggunakan Juknis
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.(wawancara tanggal 20
Juli 2017)

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Dipas Penanaman
Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan
Drs. H. Hamidan, MS, M.Si. mengatakan:

Standart Operating Procedures atau SOP yang merupakan
petinjuk pelaksanaan sudah jelas namun tidak berjalan efektif
khususnya SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena
terkendala [jin mendirikan Bangunan (IMB) .(Wawancama
tanggal 19 Juli 2017) ‘

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perijinan dan
Non Perijinan Drs.Kamaluddin mengatakan:

Standart Operating Procedures atau SOP merupakan prosedur

kerja juga menjadi dasar pelaksapaan Tanda Daftar Usaha

Paniwisata belum efektif karena IMB yang merupakaan

persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

belum dapat disediakan oleh pelaku usaha pariwisata

(wawancara Tanggal 1 Agustus 2017)

Hasil penelitian menunjukan bahwa Standart Operating
Procedures atau SOP sebagat prosedur kerja tidak berjalan efektif

karena pelaksanaannya terkendala dengan persyaratan yang harus
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dilengkapi oleh pelaku usaha pariwisata. Hal tersebut dapat di lihat

dan hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.17

Triangulasi sumber data tentang Indikator Standart Operating

Procedures (SOP)

No | Sumber Data

Uraian

Kesimpulan

1. | Drs.Datu Jamlus
Kepala Dinas

dan Pariwisata
Kabupaten
Bulungan

2. | Drs.H.Hamidan
MS,MSi
Kepala Dinas

dan perijinan

Kabupaten
Bulungan

3 | Drs.Kamaludin
Kepala bidang

perijinan

Pemuda Olahraga

Penanaman Modal

Terpadu Satu Pintu

perijinan dan non

Belum tersedia

Belum efektif

Belum efektif

Standart
Operating
Procedures  atau
Sor

Sebagai prosedur
ketja belum efektif

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, Standart Operating

Procedures atau SOP didukung oleh hasil triangulasi tekmik

pengumpulan data sebagai berikut

Tabel 4.18

Teknik Pengumpulan Data Standart Operating Procedurs

Wawancara

Observasi

Dokumentasi

Standart Operating
Procedures atau
SOpP

Sebagai  prosedur
kerja belumn efektif

Hasil observasi
menunjukan bahwa
Standart Operating
Procedures atau
SOP belum efektif

10 o

Sumber: Olahan Peneliti 2017
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Standart
Operating Procedures atau SOP belum tersedia di Dinas Pemuda
Pemuda Olahraga dan Pariwisata karena penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata ijinnya dilimpahkan ke Badan Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadl-l Satu Pintu Kabupaten Bulungan
berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor -34 Tahun 2013
Tentang Pendelegasian kewenangan namur Standart Operating
Procedures atau SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan
efektif karena terkendala persyaratan.

Fragmentasi
Fragmentasi merupakan tanggung jawab bagi suatu bidang
kebijakan yang tersebar di antara beberapa organisasi. Penyebaran
wewenang dan sumber sumber untuk melaksanakan membutahkan

koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Drs. Datu Jamlus mengatakan :

Tanda Daftar Usaha Pariwisata pelaksanaannya melibatkan
birckrasi lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayapan
Terpadu Satu Pintu yang menerbitkan Tanda Dafiar Usaha
pariwisata. Sejauh ini koordinasi begjalan cokup baik
(Wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Sedangkan Kepala Dinas Penanamam Medal dan Perijianan

Satu Pintu Drs.Hamidan, MS,MSi mengatakan :

Untuk terbimya dokumen Tanda Dafiar Usaha Pariwisata perlu
koordinasi dengan Tim Teknis untuk menyamakan persepsi
dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Panwisata yang

merumuskan Peraturan Daerah tersebut. Wawancara tanggal 20
Juli 2017 )
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata melibatkan birokrasi lain sesuai dengan
tanggung jawab yang dimiliki agar tercapai tujuan kebijékan.
Sejauh ini fragmentasi sud;1h berjalan cukup baik. Hal tersebut

dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut:

Tabel 4.19
Triangulasi sumber data tentang Indikator Fragmentasi
No Sumber Data Uraian Kesimpulan

1. | Drs Datu Jamlus Koordinasi Fragmentasi

Kepala Dinas Pemuda | berjalan cukup sudah berjalan

Olahraga dan baik cukup bailk

Pariwisata
2. | Drs.H.Hamidan Cukup baik

MS,MSi

Kepala Dinas

Penanaman Modal

dan perijinan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten

Bulungan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017
Disamping Triangulasi sumber data diatas, fragmentasi

didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data

sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 4.20
Teknik Pengumpulan Data Fragmentasi
Wawancara Observasi Dokumentasi

Fragmentasi sudah { Hasil observasi { Peraturan Bupati
berjalan cukup bailk | menunjukan bahwa | Bulungan Nomor 24
Fragmentasi sudah | Tahun 2013 Tentang
berjalan cukup bailk | Pendelegasian
Sumber : Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil penclitim dapat disimpulkan bahwa
Fragmentasi berupa koordinasi dengan Organisasi perangkat

Daerah terkait melalni penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha
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Pariwisata yang dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan
Peraturan bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang
Pendelegasian, sejauh ini fragmentasi begjalan cukup baik.
Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan struktur birokrasi
dapat kita ketahui bahwa: pertama, Standart Operating Procedures
atau SOP belum tersedia di Dinas Pemuda Pemuda Olahraga dan
Pariwisata karena penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
yjinnya dilimpahkan ke Badan Pepanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan
Bupati Bulungan Nomor 34 Tahan 2013 Tentang Pendelegasian
kewenangan namun  Standart Operating Procedures atau SOP
Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena
terkendala persyaratan. Kedua, Fragmentasi atau penyebaran
tanggung jawab berupa koordinasi dengan organisasi perangkat
daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha
Partwisata yang dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sejauh ini

Jragmentasi berjalan cukup baik.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata di Kabupaten Bulungan ada 2 (dua ) faktor yang menghambat
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dalam kaitannya dengan teori Goerge C Edward IIT (1980 ) yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat Komunikasi menurut teori Goerge C Edward IIT

terkait dengan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
di Kabupaten Bulungan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor
penentu  berhasilnya suatu implementasi kebijakan pubhk. Menurut
George C Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat tiga hal
yaitu,Transmisi, Kejelasan (clearity) dan konsistensi. Dari iasil
wawancara dengan pelaku usaha pariwisata bahwa informasi minim
diterima oleh pelaku usaha pariwisata dan Dinas Teknis terbatas dalam
memberikan sosialisasi tentang petunjuk teknis dan tata cara pendafiaran
usaha pariwisata sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPC PHBD Kabupaten

Bulungan Bapak Nurwandi, ST mengatakan :

Minimnya pendaftaran usaha parniwisata karena terbatasnya
informasi mengenai Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pendaftaran
Usaha Pariwisata,dan belum semua pelaku usaha pariwisata di
Kabupaten Bulungan mendapatkan informasi bahwa usahanya
harus didaftarkan (wawancara tanggal 16 September 2017)

Hal senada juga disampaikan Bapak H.Muhammad Saleh selakw

pengusaha hotel mengatakan :

Informasi mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih
kurang, dan harus dilanjutkan lagi melalui tatap muka antara
dinas teknis dan pelaku usaha pariwisata atau disosialisasikan
melalui media cetak maupun non cetak sehingga semua pelakn
usaha memahami pentingnya dokumen Tanda Daftar Usaha
Pariwisata sebagai payung hukum.(wawancara tanggal
18 September 2017)
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Sedangkan hasil wawancara dengan [bu Agustina Yulianti pemilik Tour

dan Travel Tanjung Selor mengatakan :

Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku wvsaha
pantwisata memahami bahwa Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB)
merupakan salah satu syarat wajib disertakan pemohon untuk
mendapatkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

{wawancara tanggal 15 September 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Informasi mengemai

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Parwisata belum

sepenuhnya optimal dipahami oleh pelaku wsaha pariwisata karena

keterbatasan Dinas Teknis dalam menyampaikan informasi tentang

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hal tersebut dapat di lihat dari hasil

triangulasi sumber data scbagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.21
Triangulasi sumber data tentang hambatan komunikasi
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. { Nurwandi,ST Informasi Komunikasi yang
Ketua Perhimpunan terbatas dibangun antara
Hotel dan Restoran dinas teknis melalui
Indonesia DPC PHRI sosialisasi masih
Kabupaten Bulungan minim schingga
belum semua pelaku
2. |H. Muhammad Saleh | Informasi usaha mendapatkan
Pemilik Hotel Grand | kurang informasti tentang
Pangeran Khar Tanda Daftar Usaha
Panwisata
3. | Agustina Yulianti Informasi minim
Pemilik Tour dan
Travel Tanjung Selor
Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga didukung

oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel

di bawah ini :
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Tabel 4.22
Teknik Pengumpulan Data Hambatan Komunikasi
Wawancara Observasi Dokumentasi

Komunikasi  yang | Hasil observasi | Dokumentasi sosialisasi
dibangun antara | menunjukan bahwa
dinas teknis melalui | sosialisasi yang
sosialisasi masih | dilakukan okeh
minim schingga | Dinas teknis
belum semua pelaku | terbatas  sehingga
usaha mendapatkan | informasi minim
informasi  tentang | diterima oleh pelaku
Tanda Daftar Usaha | usaha paciwisata

Pariwisata
Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Dari hasil penclitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dikomunikasikan oleh
dinas teknis kepada pelaku usaha pariwisata namun belum semua pelaku
usaha pariwisata mendapatkan informasi mengenai tujuan dan manfaat
dari kebijakan tersebut dan banyak pelaku usaha pariwisata
di Kabupaten Bulungan belom memiiiki Ijin mendirikan Bangunan
(IMB ) sebagai salah satu syarat mendapatkan dokumen Tanda Daftar
Usaha Pariwisata sehingga mengakibatkan minimnya pendafiaran usaha
pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Faktor penghambat Sumber Daya manusia berperan penting dalam
Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten
Bulungan.

Peran penting sumber daya dalam implementast svatu kebijakan
disampaikan oleh Hessel (2003 :55) sebagai berikut : “ Komando
implementasi mungkin ditransmisikan secara akuratjelas, dan

konsisten,namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang
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perlu untuk menjalankan kebijakag,implementasi mungkin tidak berjalan

efektif.

Dari hasil penelitian dalam hubungan faktor sumber daya dengan
Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten
Bulungan,terdapat beberapa faktor penghambat adalah -

a. Keterbatasan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang zda
di dinas teknis schingga penyelenggaran Implementasi Kebijakan
Tanda Dafiar Usaha Pariwisata tidak berrjalan dengan efekfif
sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bulungan Drs.Datu Jamlus mengatakan :

Staf pada bidang kepariwisataan hanya berjumlah 2 (dua ) orang
staf yang ikut serta dalam implementasi Kebijakan baik di
kantor maupun dilapangan, melihat kondisi saat ini jumlah
uszha mulai berkembang dan hanya dibantu dua orang
stafimplementasi tidak dapat begalan dengan efektif.
(wawancara tanggal 20 Juli 2017 )

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rosalena,SE kepala Seksi

Usaha Pariwisata mengatakan :

Staf pada bidang kepariwisataan hanya berjumlah 2 (dua ) orang
staf sehingga semua program dan kegiatan tidak berjalan efektif
(wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Sedangkan ibu Siti Kartika staf pelaksana pada Seksi usaha

pariwisata mengatakan :

Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan perlu staf
yang memadai karena luasnya wilayah dan usaha-usaha
pariwisata mulai berkerubang dan jika pelaksanaannya
dikerjakan oleh 2 (dua ) orang staf maka kegiatan dan program

dalam implementasi kebijakan tidak dapat begalan dengan
efektif (wawancara tanggal 27 Juli 2017
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan pada faktor .

sumber daya dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata adalah keterbatasan staf dan hal tersebut dapat di lihat dari

hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.23
Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan staf
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
L. | Drs Datu Jamlus, Tidak efektif Staf yang ada
Kepala Dinas Pemuda pada bidang
Olahraga dan kepariwisataan
Pariwisata berjumlah 2 (dua)
Kabupaten Bulungan orang staf
sehingga
2. | Rosalena,SE Tidak Efektif Implementasi
Kepala Seksi Usaha Kebijakan Tanda
Pariwisata Daftar Usaha
Pariwisata tidak
3. | Siti Kartika Tidak efektif berjalan dengan
Staf pelaksana pada efektif.
seksi Usaha
Pariwisata

Sumber: Olahan peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga

didukung oleh hasil triangulasi

sebagaimana tabel di bawah ini :

Teknik Pengum

Tabel 4.24

teknik pengumpulan data

ulan data hambatan keterbatasan staf

Wawancara

Observasi

Dokurnentasi

Staf yang ada pada
bidang
kepariwisataan
begjumlah 2 (dua)
orang staf sehingga

Implementasi
Kebijakan = Tanda
Daftar Usaha
Pariwisata tidak
berjalan dengan
efektif.

Hasil observasi
menunjukan bahwa
staf yang ada pada
bidang pariwisata
berjumlah 2 (dua )
orang staf.

Rincian Tugas bidang
kepariwisataan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017
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Dani Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa TImplementasi
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan
belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karcna minimnya staf
pelaksana baik dari segi kualitas maupun kuoantitas yang ikut serta
dalam penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan

b.Keterbatasan dana atau anggaran .

Dana merupakan unsur penting penunjang pelaksapaan suatu
implementasi kebijakan publik. Keterbatasan dana atan anggaran
mengakibatkan penyampaian informasi mengenai Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata melalui sosialisasi hanya dapat dilakukan di 3

(tiga) kecamatan Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda

Olabraga dan Pariwisata Kabupaten Bulmgan Drs.Datu Jamius
mengatakan :

Anggaran yang dialokasikan terkait dengan implementasi

kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sangat terbatas sehingga

penyampaian informasi hanya dapat dilakukan di 3 (tiga)

kecamatan sehingga output kegiatan tersebut belum sepenuhnya
- efektif. (wawamcara tanggal 20 Juli 2017 )

Sedangkan Jbu Rosalena, SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata
mengatakan:
Mipnimnya dana yang tersedia mengakibatkan kegiatan
implementasi tidak berjalan dengan efektif sehingga sosialisasi
hanya dilakukan di tiga kecamatan (wawancara tanggal 27 Juli
2017)
Berdasatkan hasil pepelitian bahwa hambatan pada faktor
sumber daya dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata adalah keterbatasan dana atau anggaran dan hal tersebut
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dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel

di bawah inj :
Tabel 4.25
Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan dana

No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. | Drs Datu Jamlus, Belum efektif Anggaran.- yang
Kepala Dinas Pemuda dialokasikan terkait
Olahraga dan dengan implementasi
Pariwisata kebijakan Tanda
Kabupaten Bulungan Daftar Usaha
Pariwisata sangat
2. | Rosalena,SE Belum Efektif g::;ﬁp aian schinggz
Ke;fal:'i Seksi Usaha informasi hanya dapat

Pariwisata

dilakukan di 3 (tiga)

kecamatan sehingga
outpit kegiatan
tersebut belum
sepenuhnya efektif

Sumber: Olahan peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga

didukung oleh hasil triangulasi tcknik pengumpulan data
sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 4.26
Teknik Pengumpulan data hambatan keterbatasan dana
Wawancara Observasi Dokumentasi
Anggaran yang | Hasil observasi | Dokumentasi sosialisasi
dialokasikan terkait | menunjukan bahwa | ditiga kecamatan
dengan dana yang
implementasi dialokasikan pada
kebijakan Tanda | Implementasi
Daftar Usaha | Kebijakan  Tanda
Pariwisata  sangat | Daftar Usaha
terbatas  sehingga | Pariwisata minim
penyampaian
informasi hanya
dapat dilakukan di 3
(tiga) kecamatan
sehingga outpit
kegiatan tersebut
belum sepenuhnya
efekfif

Sumber: Olahan Peneliti, 2017
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3. Upaya-updya yang dilikukan Pemerintal Untuk Menyatasi Hambatan

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Bulungan

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di. Kabupaten Bulungan ada upaya-upaya yang dilakukan
‘ pemerintah Kabupaten Bulungan terkait dengan hambatan dalam
implementasi Kebijakan Tanda Dafiar Usaha Pariwisata adalah sebagai
berikut:
1) Keterbatasan Informasi
Menurut Goerge C. Edward III Sumber sumber penting dalam
pelaksanan kebijakan salah satunya adalah ketersediaan informasi.
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa
informasi mengenai Kebijakan Tanda Daftar Usaha Parwisata di
Kabupaten Bulungan masih sangat minim. Pada tahun 2015 dinas
terkait hanya memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha di 3 (tiga)
kecamatan saja, yaitu: kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas
Utara, dan Kecamatan Bunyu. Seharusnya cakupan sosialisasi ini
diperluas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas
Pernuda Olahraga dan Pariwisata, Bapak Drs Datu Jamlus
mengatakan :
Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi sangat terbatas,
selain itu staf yang kami miliki juga terbatas. Untuk kegiatan
ditahun-tahun mendatang akan kami upayakan untuk memperluas
Jangkauan sosialisasi mengenai Kebijakan tersebut dengan cara

menambahkan anggaran untuk sosialisasi baik yang bersifat
ofline maupun online. (wawancara pada tanggal 20 juli 2017).
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Jawaban  hampir  sama  disampaikan  oleh = Bapak

Drs.H.Hamidan,SE,MSi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan :

Dana merupakan point penting dalam pelaksanazan suatu kebijakan
agar berjalan efektif. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus
menambah dana untuk memudahkan dinas teknis melakukan
sosialisasi baik dengan tatap muka maupun melalui media lainnya.
(Wawancara tanggal 19 Juli 2017)

Hal scnada juga disampaikan oleh ibu Rosalena,SE selaku kepala

seksi usaha pariwisata mengatakan bahwa :

Pada Tahun 2015 Jkami melakukan sosialisasi banya di
Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan
kecamatan Bunyu dan belum bisa dilakukan 7 kecamatan lainnya
di Kabupaten Bulungan. Untuk kedepannya kami akan
mengajukan penambahan dana untuk pelaksanaan sosialisasi
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. (wawancara tanggal 27
Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi
yang tersedia untuk pelaku usaba sangat terbatas, sehingga pelaku
usaha belum memahami secara baik mengenai tujuan dan manfaat
dari kebijakan tersebut. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan
Jumlah anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi secara offline
maupun online melalui media yang tersedia baik itu media cetak
maupun website. Hal tersebut dapat di libat dari hasil triangulasi

sumber data scbagaimana tabel di bawah ini -




43340.pdf

97
Tabel 4.27
Tnangulasi sumber data tentang upaya mengatasi hambatan
keterbatasan informasi
No Sumber Data Uraian Kesimpulan
1. | Drs Datu Jamlus Dana terbatas Upaya untuk
Kepala Dinas penambahan
Pemuda Olahraga jangkauan
dan Pariwisata sosialisasi.
2. | Kepala Dinas Perlu menambah
Penanaman Modal | dana
dan Perijinan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten
Bulungan
3. | Rosalena, SE Perlu menambah
Kepala Seksi Usaha | dana
Pariwisata
Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data di atas, indikator pembagian

potens juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan

data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.28
Teknik Pengumpulan Data upaya mengatasi hambatan keterbatasan
informasi
Wawancara Observasi Dokumentasi
Upaya untuk | Observasi Program kerja dinas
penambahan menunjukan bahwa | terkait.
jangkauan akan  ditingkatkan
sosialisasi. jumlah  sosialisasi

Peraturan  Daerah
Nomor 07 Tahun
2014 kepada pelaku
Usaha Pariwisata di
Kabupaten
Bulungan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Untuk mepgatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan

melalui dinas teknis akan meningkatkan ketersediaan informasi bagi
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masyarakat khusunya bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten
Bulungan dengan cara menambah jumlah anggaran di tahun
benkutnya. Diharapkan setelash adanya penambahan anggaran umiuk
sosialisast Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Téntang Tanda
Dafiar Usaha Parmwisata akan bertambah jumlah pendaftaran Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.
Keterbatasan Sumber daya

Menurut Edward 11T (1980), sumber daya memiliki peranan yang

penting dalam implementasi kebijakan, meskipun isi kebijakan telah

~ dikomunikasikan dengan baik, namun apabila kekurangan sumber

daya maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif
Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup stal atau
petugas yang memiliki keahlian dan kcmampual-l dalam melaksanakan
tugas dan perintah dari atasan (pimpinan).

Berdasarkan penjelasan pada indikator sumber daya dapat kita
ketahui bahwa secara umum sumber daya manusia yang ada belum
cukup memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, hal ini akan
ditangani oleh pemerintah dengan cara mepambah jumlah sumber
daya atau staf dibidang tersebut, sebagaimana hasil wawancara
dengan Kepala Dinas Pemmda Olahraga dan Pariwisata Drs.Datu
Jamlus mengatakan:

Kami akan mengupayakan penambahan staf pelaksana

dibidang kepariwisataan, karena jumlah staf yang ada saat
ini sangat terbatas. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)
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Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator staf juga

didukung oleh hasil triangufasi teknik pengumpulan data
sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 4.30
Teknik Pengumpulan Data Staf
Wawancara Observasi Dokumentasi
Perln adanya Berdasarkan hasil Rincian
penambahan staf observasi Pembagian tugas
baik dari segi kualitas | menunjukan bahwa | bidang '
maupun kuaatitas Jumlah staf di bidang | kepariwisataan
pariwisata pada seksi
usaha pariwisata
hanya 2 (dua) dan
direncanakan ada
penambahan staf
dibidang pariwisata
Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penambahan sumber daya

baik dari kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan agar

pelaksanaan Implementsi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

di Kabupaten Bulungan betjalan dengan optimal.

Dari hasil penjelasan mengenai upaya pemerintah dalam

mengatasi hambatan Implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata di Kabupaten Bulungan dengan menambah jumlah

alokasi anggaran terkait untuk kegiatan sosialisasi dan penambahan

jumlah staf di Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Bulungan.

C. Pembahasan

Dalam bab i akan dibahas lebih lanjut mengenai inti dari penelitian dalam

rangka mencapai tujuan penelitian. Pada dasamya Implementasi Kebijakan
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Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Usaha Pariwisata
Tbu Rosalena,SE mengatakan :

Upaya agar implementasi kebijakan dapat terlaksana
dengan lebih efektif, maka perlu adanya penambahan staf
baik dari segi kualitas mavpun kuantitas.(wawancara
tanggal 27 Juli 2017)

Sedangkan pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata Tbu
Siti Kartika mengatakan :

Agar efektifnya pelaksanaan Implementasi Kebijakan
tersebut maka perlu menambah staf pelaksana agar kegiatan
dan program yang ada lebih maksimal. ( Wawancara
tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukan
penambahan staf yang merupakan sumber yang medukung jalannya
suatu kebijakan yang efektif. Minimnya staf yang ikut betperan dalam
implementasi kebijakan akan ikut berpengaruh pada implementasi
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal tersebut dapat di lihat

dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.29
Triangulasi sumber data tentang Indikator Staf
.No Sumber Data Uraian Kesimpulan

1. {Drs Datu Jamlus Akan ada Perlu adanya

Kepala Dinas Pemuda | pepambahan | pemambahan staf

Olahraga dan Pariwisata | staf baik dari segi

kualitas maupun

2. |Rosalena,SE Perlu kuantitas

Kepala Seksi Usaha penambahan

Pariwisata staf
3. |Pelaksana pada Seksi Perlu

Usaha Pariwisata penambahan

staf

Sumber : Otahan Peneliti,2017
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Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah berjalan dengan
baik,namun demikian tctap ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian dari tesis ini, didukung oleh data-data yang ditampilkan
dan dibahas. Data tersebut merupakan data yang diolah dari berbagai sumber,
tabel maupun gambar. Penyajian data tersebut dapat di deskripsikan sehingga
mudah dipabami dan mepemuvkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan
penelitian.

Adapun peran pemerintah dalam mendukung Implementasi Kebijakan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan guna tertibnya usaha-
usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan melalui terbitnya
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan pada pasal 15 ayat (1) wuntuk dapat
menyelenggarakan usaha  pariwisata, pengusaha  pariwisata  wajib
mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atan Pemerintah
Daerah.

1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Bulungan.

a. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaann Tanda Daftar Usaha Pariwisata bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum dan menyediakan informasi bagi yang
berkepentingan dan merupakan amanat undang- undang No. 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisataan dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) bahwa
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untuk dapat menyelenggarakan Usaha Paniwisata pengusaha wajib
mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupafen Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik
melalui sosialisasi atau pertemuan dengan pelaku usaha pariwisata di 3
(tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak
disosialisasikan melalui media lain seperti media cetak dan elektronik.
Kabupaten Bulungan membawahi 10 (sepuluh) kecamatan, karena
terbatasnya anggaran yang ada pada Dinas Pemuda Olahraga dan
paniwisata Kabupaten Bulungan sehingga hanya disosialisasikan di 3
(tiga) kecamatan, scharusnya jika dana maksimal sosialisasi dapat
dilanjutkan pada Tahun berikutnya, schingga seluruh pelaku usaha
pariwisata memahami titjuan dar Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Proses pelaksanan Implementas: Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Partwisata dalam penyelenggaraannya tentu dipengaruhi oleh sumber
daya yang tersedia baik sumber daya manusia yang memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang baik sebagaimana pendapat
Nugroho (2003) implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa
adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan
kuantitasnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan pelaksana
kebijakan bahwa staf yang ada di Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan pada bidang kepariwisataan hanya 2
(dua ) orang staf sehingga pelaksanaan implementasi tidak berjalan

dengan efektif. Disamping ifu anggaran yang tersedia terbatas sehingga
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informasi tentang Tanda Daftar Usaha fasilitas minim diterima oleh
pelaku usaha pariwisata dan juga menjadi safah satu sebab minimnya
pendaftaran usaha pariwisata .

b. Pengelolaan Tanda Dafiar Usaha Pariwisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen resmi yang

membuktikan bahwa usaha yang dijalankan oleh pengusaha paniwisata

| terdaftar dalam daflar usaha pariwisata. Usaha jasa pariwisata
merupakan komoditi utama untuk menunjang kebutuhan wisatawan
sehingga perlu adanya regulasi dan aturan yang mengatur tertibnya
usaha-usaha pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun
2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan dasar
bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
namun pelaksanaannya dilapangan belum optimal karena banyak
pelaku wsaha pariwisata belum memiliki ljin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang merupakan salah satu syarat terbitnya dokumen Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) pelaku usaha
pariwisata bahwa belum semua pelaku usaha memahami dan
mendapatkan informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang
berlaku selama lima tahun serta manfaat yang diperoleh oleh pelaku

usaha bila usahanya didaftarkan.
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c. Hasil yang dicapai

Implementast kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas
penyelesaian atau pelaksanaan svatu kebijakan publik yang telah
ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana { alat ) untuk
mencapai tujuan kebijakan. Alat yang digunakan untuk menyampaikan
informasi Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Panwisata
melalui sosialisasi atau tatap muka antara dinas teknus dengan pelaku
usaha pariwisata dan diharapkan setelah pelaksanaan sosialisasi
pertama pelaku usaha pariwisata memahami tujuan dan manfaat dari
Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Kedua pendaftaran usaha pariwisata di
Kabupaten Bulungan meningkat. Kefiga Tertib dan lancamya
pelaksananaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan keempat usaha-
usaha pariwisata yang semakin berkembang diharapakan dapat
menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Uszha

Paniwisata di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis melalui teori George C
Edward I (1980) dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dan faktor
sumber daya berupa keterbatasan informasi dan keterbatasan staf menjadi
faktor penghambat schingga pelaksanaaan Implementasi Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan tidak berjalan dengan efektif.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hambatan
Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Bulungan
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a. Keterbatasan Informasi

Menurut Goerge C. Edward III Sumber sumber penting dalam
pelaksanan kebijakan salah satmya adalah ketersediaan informasi.
Informasi ada doa bentuk. Pertama Informasi bagaimana melaksanakan
suatu kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan dan data yang diperlukan
untuk mengimplementasikan kebijakan serta kesanggupan ikut terlibat
dalam implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa informasi
mengenai Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih
sangat minim. Pada tahun 2015 dinas terkait hanya memberikan sosialisasi
kepada pelaku usaha di 3 (tiga) kecamatan saja, yaitu: kecamatan Tanjung
Selor, Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu. Seharusnya cakupan
sosialisasi ini dip;t:rluas pada tahun berikutnya.

Menurut Cook dan Hunsaker (2007) komunikasi bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial.
Dengan demikian jika komunikasi berjalan efektif dan efisien, maka dapat
mendukung penapaian tujuan sebuah organisasi.

Menurut Winarno  (2005) faktor — faktor yang mendorong
ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya
karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsesus mengenai tujuan
kebijakan publik adanya masalah dalam memulai kebijakan yang baru
serta adanya kecenderungan meaghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa informasi

yang fersedia untuk pelaku usaha sangat terbatas, schingga pelaku usaha
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belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat dan kebijakan tersebut.
Upaya pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi ini
adalah dengan cara meningkatkan jumlah anggaran yang dikhususkan
untuk sosialisasi secara offline maupun online melalui media yang tersedia
baik itu media sosial, media cetak, dIl.

. Keterbatasan Sumber Daya

Menurut Goerge C Edward II {1980), sumnber daya memiliki peranan
yang peating dalam implementasi kebijakan, meskipun isi kebijakan telah
dikomunikasikan dengan baik, namun apabila kekurangan sumber daya
maka implementasi kebijakan tidak bejalan dengan efektif. Sumber daya
dalam implementasi kebijakan meacakup staf atau petugas yang memiliki
keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perintah dari
atasan (pimpinan).

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan bukan hanya ditentukan
oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus
dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan
dari para pelakn kebijakan vntunk memilida kebijakan yang sedang
diimplementasikan. Menunt Goerge C Edward I (1980) dalam
mengimplementasikan scbuah kebijakan ada beberapa indikator sumber
daya, salah satunya adalah staf. Staf meropakan sumber daya utama dalam
ixpplementasi kebijakan. Kegagalan vang sering terjadi dalam
implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak
mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya, penambahan

staf dan implementor saja tidak cukup. Diperlukan kecukupan staf dalam
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segi  keahlian dan kemampuan yang  diperlukan  dalam
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang
diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan pada indikator sumber daya dapat kita ketahui
bahwa secara umum sumber daya manusia yang ada belum cukup
memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar
Usaha Panwisata di Kabupaten Bulungan, bhal ini akan ditangani oleh
pemerintah dengan carz menambah jumlah sumber daya atam staf dibidang
tersebut dengan kemampuan atau keahilan yang sesuai dengan kebutuhan
implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Paniwisata di Kabupaten

Bulungan.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa -

1. Implementasi Kebijakan Tanda Daflar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Bulungan sudah begjalan cukup baik namun belum optimal, karena:

a. Komunikasi dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata di Kabupaten Bulungan belum efektif temta;tla dari sudut
tranmisi masih terbatas pada rapat umum berupa sosialisasi dengan
pelaku usaha pariwisata

. Sumber daya minim daya dari segi kualitas maupun kuantitas, dari
segi informasi tentang Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
masih kurang dilakukan dinas teknis karena terbatasnya anggaran
pada bidang kepariwisataan dan dari segi fasilitas berupa dana belum
sesuai.

. Sikap pelaksana cukup siap dalam mengimplementasikan Peraturan
Daerah tersebut namun belum optimal karena belum ada honorarium
tim pembinaan dan pengawasan

. Struktur birokrasi dari segi Standart Operating Procedures atau SOP
Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena
terkendala persyaratan dan Fragmentasi berupa koordinasi dengan
Organisasi perangkat Daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata sudah berjalan cukup baik.

108




43340.pdf
109

2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah keterbatasan informasi yang

tersedia dan keterbatasan sumber daya yang ada, berikit ini merupakan

penjelasannya:

a

Keterbatasan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang ada

di dinas teknis sehingga penyclenggaran Implementasi Kebijakan

‘Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak bergjalan dengan efektif

Kerterbatasan dana atau anggaran

Dana merupakan unsur penting penunjang program dan kegiatan.
Terbatasnya dana yang tersedia pada dinas teknis mengakibatkan
minimnya pelakszlmaan Implementasi Kebijakan Tanda Dafiar {Jsaha

Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Implementasi

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan

dengan cara :

a.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi
permasalahan keterbatasan informasi yang diterima oleh pelaka
usaha mengenai kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan adalah dengan cara meningkatkan jumnlah
anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi secara offline maupun
online melalui media yang tersedia baik itu media sosial, media
cetak, dIl.

Upaya Pemerintsh Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi

permasalahan keterbatasan sumber daya dalam
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Kabupaten Bulungan adalah dengan cara menambah jumlah sumber
daya atau staf dibidang tersebut dengan kemampuan atau keahifan
yang sesuai dengan kebutuhan Implementasi Kebijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.
B. Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan, berkaitan dengan Implementasi

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagai

berikut :

1. Untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan, perlu ditingkatkan komunikasi antara
dinas teknis dengan pelaku usaha pariwisata sehingga informasi tentang
tujuan dan manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dipahami dengan
baik oleh pelaku usaha pariwisata

2. Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali mengalokasikan dana untuk
pelaksanaan sosialisasi sehingga semua pelaku usaha di 10 (sepuluh)
kecamatan dapat mendaftarkan usahanya

3. Bedkaitan dengan sikap disposisi pelaksana perlu adanya honorarium tim
teknis pembinaan dan pengawasan sehingga komitmen dan sikap
pelaksana lebih baik.

4. Berkaitan dengan sumber daya, perlu penambahan staf pelaksana schingga
pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di

Kabupaten Bulungan dapat berjalan dengan efektif.
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PEDOMAN WAWANCARA

I. PELAKSANA KEBIJAKAN
A. Faktor Komunikasi

1. Media apa yang digunakan didalam mensosialisasikan Kebijakan tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?

2. Apakah mekanisme pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah konsisten dan jelas ?

3. Apakah tujuan,subtansi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Partwisata di
Kabupaten Bulungan sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan dan
pelaku usaba pariwisata atauo farget groups

B. Faktor Sumber Daya

1. Apakah staf yang ada sudah memadai untuk mengimplementasikan
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diKabupaten Bulungan ?

2. Bagaimana pendapat saudara sebagai pimpinan ,apakah informasi untuk
melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
diKabupaten Bulungan berupa petunjuk pelaksanaan sudah dipahami
oleh pelaksana Kebijakan ?

3. Bagaimana pendapat saudaraapakah wewenang yang disampaikan
kepada  staf sudah berjalan efektif terkaitdengan implementasi
kebijakan Tandz Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?

4. Bagaimana menurut pendapat saudara,apakah fasilitas maupun dana

sudah sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut ?
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. Disposisi Sikap pelaksana

Bagaimana menurut pendapat saudara sikap dan komitmen para pelaksana

kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ?

. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana menurut pendapat saudara, apakah Staendard Operating
Procedure (SOP) yang merupakaa prosedur kerja sudah efektif ?

2. Bagaimana menurut pendapat saudara, apakah fragmentasi koordinasi
yang dilakukan dinas teknis dan OPD terkait sudah dilaksanakan
dengan baik ?

. Bagaimana menurut pendapat saudara upaya apa saja yang dilakukan

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk

mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?
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PEDOMAN WAWANCARA

ILPELAKU USAHA PARIWISATA ( TARGET GROUPS)

A. Faktor Komunikasi
Media apa yang digunakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan didalam mensosialisasikan Kebijakan Tanda Dafiar
Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?

B. Apakah saudara sebagai pelaku usaha pariwisata sudah memahami tujuan
dan manfaat tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ?

C. Apakah saudara sebagai pelako usaha pariwisata sudah mendapatkan
informasi tentang kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ?

D. Apa hambatan yang dialami pelaku usaha pariwisata schingga tidak

mendaftarkan usahanya ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

1.1. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
{ Drs.Datu Jamlus)
A. Komunikasi
1. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bulungan ditindak lanjuti melalui sosialisasi dan memperbanyak
Peraturan Daerah tersebut dan di bagikan kepada pelaku usaha yang
ada di Kabupaten Bulungan.
2. Mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sudah konsisten dan
Jelas dan terus diupayakan agar lebih efektif
3. Tujuan dan subtansi Peraturan Daerah tersebut sudah jelas dan sudah
dipahami oleh pelaksana kebijakan. Dan pelaksanaannya terus
diupayakan agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya Tanda
Daftar Usaha Pariwisata
B. Sumber Daya
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen yang wajib
dimiliki oleh pengusaha Pariwisata, namun staf yang ada dibidang
Pariwisata hanya 2 (dua ) orang dan kita sudah upayakan menambah
staf yang disiplin ilmunya pariwisata sehingga implementasi dapat
berjalan dengan efektif
2. Informasi mengenai program-program, maupun mekanisme

pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah di informasikan
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kepada pelaksana dan kemudian ditindaklanjuti melalni sosialisasi
atau tatap muka dengan pelaku usaha pariwisata

3. Saya sudah menyampaikan kepada bawahan terkait dengan program
dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di
Kabupaten Bulungan, agar di laksanakan sesuai dengan Kketentuan
yang telah ditetapkan. Namun proses implementasi tidak berjalan
efektif karena luasnya wilayah, terbatasnya dana dar minimnya staf.

4. Dari segi fasilitas seperti kantor, kendaraan dinas saya rasa cukup
digunakan sebagai operasional namun dana juga merupakan salah
satu faktor penting yang menunjang lancamya program maupun
kegiatan.

C. Sikap Disposisi

Sikap dan komitmen para pelaksana dinilai siap namun belum sepenuh

optimal karena dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawsan belum

tersedia insentif.

D. Struktur Birokrasi

1. Standart Operating Procedures atau SOP merupakan metode atau
prosedur kerja dibidang Pariwisata belum tersedia, selama ini kami
hanya menggunakan Juknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata pelaksanaannya melibatkan birokrasi
lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata. Sejauh ini

koordinasi berjalan cukup baik.
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E. Upaya mengatasi hambatan

[. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi sangat terbatas,
selain itu staf yang kami miliki juga terbatas. Untuk kegiatan
ditahun-tahun mendatang akan kami upayakan untuk memperluas
jangkauan sosialisasi mengenai Kebijakan tersebut dengan cara
menambahkan anggaran untuk sosialisasi baik yang bersifat ofline
maupun online.

2. Kami akan mengupayakan penambahan staf pelaksana dibidang

kepariwisataan, karena jumlah staf yang ada saat ini sangat terbatas

12. Kepala Dinas Pepanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan ( Drs.H.Hamidan,MS,MSi)
A. Komunikasi

1. Sebagai pelaksana kebijakankami ikut serta mensosialiasikan
Peraturan Daearah tersebut yang merupakan payung hukum
penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten
Bulungan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha Pariwisata .

2. Mekanisme maupun petunjuk pelaksanaan sudah konsisten dan
sebagai dasar untuk menerbitkan Dokumen Tanda Daftar Usaha
Pariwisata.

3. Tujuan dan subtansi yang tertuang didalam Peraturan Daerah
tersebut saya rasa sudah dipahami oleh pelaksana dan pelaku

kebijakan.
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B. Sumber Daya

1.

Staf merupakan aset dan svatu organisasi, minimnya staf
menghambat jalannya pelaksanaan program dan kegiatan.

Informasi untuk melaksanakan peraturan berupa petunjuk
pelaksanaan sudah dipahami oleh pelaku kebijakan,namun
pelaksanaarnya masing sering terdapat kendala

Saya selaku Kepala Dinas, sudah menyampaikan wewenang kepada
Kepala Bidang agar segera menindaklanfuti pelaksanaan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata

Dana yang dialokasikan, saya rasa belum sesuai untuk melaksanakan

prograin dan kegiatan .

C. Sikap Disposisi

Komitmen maupun sikap para pelaksana saya rasa siap untuk ikut serta

mengimplementasikan kebijakan tersebut

D. Struktur Birokrasi

1.

Standart Operating Procedures atau SOP yang merupakan petunjuk
pelaksanaan sudah jelas namun tidak berjalan efektif khususnya SOP
Tanda Daftar Usaha Pariwisata karepa terkendala Ijin mendirikan
Bangunan

Untuk terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu
koordinasi dengan Tim Teknis untuk menyamakan persepsi dengan
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang merumuskan Peraturan

Daerah tersebut.




43340.pdf

E. Upaya mengatasi hambatan .

1. Dana merupakan point penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan

agar berjalan efektif. Oleh karena itu Pemerintah Daerab harus
menambah dana untuk memudahkan dinas teknis melakukan

sosialisasi baik dengan tatap muka maupun melalui media lainnya.

2. Harus ada penambahan staf yang berkualitas sehingga Implementasi

kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan optimal

1.3. Kepala Seksi Usaha Pariwisata (Rosalena,SE)

A. Komunikasi

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda

Daftar Usaha Pariwisata hanya dilakukan di tiga kecamatan pada
tahun 2015 seharusnya disosialisasikan di 10 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Bulungan

Implementasi merupakan tahapan yang penting, sehingga mekanisme
pelaksanaan kebijakan Tanda Daflar Usaha Pariwisata harus
konsisten dan jelas

Sudah cukup dipahami tujuan dan subtansi Peraturan Daerah

tersebut, tetapi pelaksanaannya masih ada kendala.

B. Sumber Daya

1.

Untuk saat ini SDM yang ada pada bidang pariwisata sangat kurang
schingga dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam
mengimplementasikan  Kebijakan tersebut kepada pelaku usaha

tidak sepenuhnya efektif.
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2. Sudah di informasikan melalui Kepala Bidang dan saya
menindaklanjuti dengan menginformasikan kepada pelaku usaha
namun belum optimal pelaksanaannya

3. Wewenang terkait dengan program dalam implementasi kebijakan
sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada staf untuk
dilaksanakan

4. Implementasi Kebijakan Tanda Dafiar Usaha Pariwisata, menurut
saya belum efektif di informasikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata
karena minimnya dana pada Seksi Usaha Pariwisata

C. Sikap Disposist

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dinilai siap namun tidak begitu

optimal karena terbatasnya anggaran dalam mengimplementasikan

Kebijakan tersebut kepada pelaku usaha atau target group tersebut

D. Struktur Birokrasi

1. Standart operating Procedures (SOP) belum tersedia di bidang

kepariwisataan, sementara ini menggunakan Petunjuk Teknis

2. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab khususnya

pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah baik
E. Upaya mengatasi hambatan

1. Pada Tahun 2015 , kami melakukan sosialisasi hanya di Kecamatan
Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan kecamatan
Bunyu dan belum bisa dilakukan 7 kecamatan lainnya di Kabupaten
Bulungan. Untuk kedepannya kami akan menggajukan penambahan

dana untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07
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Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten
Bulungan.

2. Upaya agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan lebih
efektif, maka perlu adanya penambahan staf baik dari segi kualitas

maupun kuantitas.

1.4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan
ir (Drs.Kamaluddin)
A. Komunikast
1.. Sosialisasi merupakan media yang tepat untuk menyampaikan
kepada pelaku usaha pariwisata atau fargef group tentang
Pelaksanaan Tanda Daffar Usaha Pariwisata
2. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan tersebut sudah konsisten dan
jelas dan terus diupayakan agar lebih efektif
3. Tujuan dan subtansi sudah jelas dan dipahami oleh pelaksana
kebijakan. Peraturan Daerah terscbut sebagai dasar dalam
pelaksapaan  Tanda Daftar Usaha  Pariwisata. Namun
pelaksanaannya terkendala
B. Sumber Daya
1. Staf yang ada belum memadai dan perlu penambahan staf schingga
kegiatan perijinan khususnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata lebih
maksimal
2. Petunjuk dan mekanisme bagaimana meclaksanakan kebijakan

tersebut sudah diinformasikan oleh kepaia Dinas dan ditindak-
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lanjuti melalui kepala bidang dan diinformasikan kepada pelaku
usaba namun hanya di tiga lokasi karena terbatasnya anggaran

3. Saya sebagai kepala bidang menerima instruksi dari Kepala Dinas
terkait dengan pelaksanaan Tanda Daftar Uaha Pariwisata dan
sudah menyampaikan kepada bawahan untuk melaksanakan sesuai
ketentuan

4. Bahwa dana merupakan salah satu faktor yang menunjang jalannya
satu kegiatan. Dinas penanaman modal sebagai dinas yang
menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pelaku usaha
bersama tim teknis harus cek lokasi untuk meninjau apakah kondisi
dilokasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,namun
minimnya dana yang tersedia mengakibatkan peninjauan kelokasi
tidak maksimal

C. Sikap Disposisi

Menurut saya sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sudah baik

dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai

petunjuk pelaksanaan

D. Struktur Birokrasi

1. Standart Operating Procedures atau SOP merupakan prosedur
ketja juga menjadi dasar pelaksanaan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata belum efektif karena IMB yang merupakaan persyaratan
untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum dapat
disediakan oleh pelaku usaha paniwisata

2. Fragmentasi sejauh ini sudah berjalan cukup baik.
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E. Upaya mengatasi hambatan .

1. Dinas Teknis harus mengupayakan penambahan alokasi dana
sehingga sosialisasi dapat dilanjutkan kembali

2. Agar pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan lebih efektif perlu menambah

staf yang berkualitas.

1.5. Staf Pelaksana Pada seksi Usaha Pariwisata ( Siti Kartika)

A. Komunikasi

1. Sosialisasi merupakan media yang tepat dan lsekaligus tatap muka
dengan target group sehingga pemerintah lebih  efisien
menyampaikan tujuan daripada pelaksanaan Tanda Dafiar Usaha
Pariwisata

. Sudah konsisten dan jelas

. Sudah dipahami tujuan dan subtansi dari Peraturan Daerah Nomor
07 Tahun 2014 Tentang Tanda Dafiar Usaha Pariwisata di

Kabupaten Bulungan.

B. Sumber Daya

1. Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan dikalangan

pelaku usaha diperlukan staf yang memadai. Dibidang Pariwisata,
hanya 2 (orang) staf yang ikut mengawasi pelaksanaan Tanda Dafiar
Usaha Pariwisata

. Sudah diinformasikan namun tidak semua pelaku usaha pariwisata

menerima informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
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3. Saya selaku staf sudah mendapat penntah dari kepala seksi usaha
pariwisata untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan
tersebut,

4. Dana belum memadai untuk mengimplementasikan Kebijakan

tersebut.
C. Sikap Disposisi
Menurut pendapat saya sikap maupun komitmen para pelaksana sudah
siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut
D. Struktur Birokrasi
1. Standart Operating Procedures atan SOP belum ada sementara
menggunakan Petunjuk Teknis
2. Fragmentasi sudah berjalan baik antara dinas teknis dan Organisasi
Perangkat Daerah pendukung
E. Upaya mengatasi hambatan
1. Menambah dapa untuk sosialisasi karena masih banyak pelaku usaha
yeng belum memahami tentang Tanda Dafiar Usaha Pariwisata.
2. Agar efektifnya pelaksanaan Implementasi kebijakan tersebut maka
perlu menambah staf pelaksana agar kegiatan dan program yang ada

lebih maksimal.
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1.6. Ketua DPC Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten

Bulungan ( Nurwandi, ST)

A. Komunikasi
Menurut saya, sosialisasi sudah merupakan media yang tepat namun
media seperti Koran dan radio juga harus digunakan untuk
menyampaikan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut.

B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Belum semua pelaku usaha pariwisata memahami tujuan dan manfaat
kebijakan Tanda daftar Usaha Pariwisata dan belum semua memahami
bahwa usahanya ternasuk usaha pariwisata.

C. Informasi
Minimnya pendaftaran usaha pariwisata karena terbatasnya informasi
mengenai Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pendaftaran Usaha
Pariwisata,dan belum semua pelaku usaha paniwisata di Kabupaten
Bulungan mendapatkan informasi bahwa usahanya harus didaftarkan

D. Hambatan
Minimnya Informasi bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai
payung hukum dalam menjalankan usaha serta belum semua pelaku
usaha pariwisata memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai

salah satu persyaratan mendapatkan dokumen tersebut.
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B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Menurut saya belum pelakn usaha masih belum tahu manfaat daan
tujuan maupun subtansi dari Kebijakan tersebut karena minimnya
informasi,seharusnya setiap tahun ada sosialisasi.
C. Informasi
Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha pariwisata
| memahami bahwa Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) merupakan salah
satu syarat wajib disertakan pemohon untuk mendapatkan dokumen
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
D. Hambatan
Minimnya usaha terdafitar di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu satu Pinto Kabupaten Bulungan karena kami pelaku usaha
belum menerima informasi bahwa [jin mendirikan bangunan juga

sebagai syarat mendapatkan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
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1.7. Pemilik Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

( H.M.Saleh P Khar )

A. Komunikasi
Tatap muka melalui sosialisasi dengan dinas teknis dan pelaku usaha
merupakan sarana yang tepat untuk menyampaikan pentingnya Tanda
Daftar Usaha Pariwisata

B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Belum semua pelaku usaha pariwisata memahami bahwa salah satu
manfaat dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dasar
mendapatkan pinjaman di bank untuk menambah kapasitas usaha.

C-‘ Informasi
Informasi mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih kurang, dan
harus dilanjutkan lagi melalui tatap muka antara dinas teknis dan pelaku
usaha pariwisata atau disostalisasikan melalui media cetak maupun non
cetak sehingga semua pelaku usaha memahami pentingnya dokumen
Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai payung hukum.

D. Hambatan

1.8. Pemilik Tour dan Travel Tanjung Selor ( Agustina Yulianti)
A. Komunikasi
Menurut saya sosialisasi merupakan media yang tepat wuntuk
menyampaikan tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Tanda

Daftar Usaha Pariwisata
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B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Menurut saya belum pelaku usaha masih belum tahu manfaat daan
tujuan maupun subtansi dari Kebijakan tersebut karena minimnya
informasi,seharusnya setiap tahun ada sosialisasi.

C. Informasi
Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha pariwisata
memahami bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah

' satu syarat wajib disertakan pemohon untuk mendapatkan dokumen

Tanda Dafitar Usaha Pariwisata

D. Hambatan
Minimnya usaha terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan karena kami pelaku usaha
belum menerima informasi bahwa Ijin mendirikan bangunan juga

sebagai syarat mendapatkan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
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